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ABSTRAK 

 

KEADILAN EKOLOGI BERBASIS PARADIGMA BIOREGIONAL 

DAN TRANSAKSIONAL BAGI UPAYA ADVOKASI EKOLOGI  

OLEH GEREJA PROTESTAN MALUKU 

Oleh: Ledy Manusama (57180019)  

 

 

Penelitian ini menyoroti urgensi keadilan ekologi (ecojustice) sebagai respons 

terhadap degradasi lingkungan yang berdampak pada keberlanjutan ekosistem dan 

kesejahteraan manusia, khususnya di Maluku. Mengambil konteks advokasi ekologis oleh 

Gereja Protestan Maluku (GPM), studi ini mengeksplorasi pendekatan teologi berbasis 

paradigma bioregional dan transaksional untuk mengatasi tantangan kerusakan lingkungan. 

Dengan analisis atas pemikiran Willis Jenkins tentang keadilan ekologi dan Richard Evanoff 

terkait pendekatan bioregional, penelitian ini merumuskan model teologi kontekstual yang 

relevan untuk mengintegrasikan nilai-nilai spiritual, sosial, dan ekologis dalam praksis 

bergereja. 

Melalui analisis dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif berbasis studi 

literatur (literature research), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa advokasi ekologis 

GPM, meskipun telah menghasilkan berbagai rekomendasi konseptual, masih bersifat 

parsial dalam implementasinya. Melalui gerakan konkret seperti #SaveAru, GPM 

memperlihatkan potensi untuk mengadopsi pendekatan yang lebih holistik dan inklusif. 

Studi ini menekankan pentingnya sinergi antara teologi kontekstual dan kearifan lokal 

berbasis kosmologi Maluku, yaitu budaya Dusun, sebagai upaya membangun advokasi 

berbasis komunitas yang responsif terhadap isu lingkungan. 

Penelitian ini menawarkan kontribusi teoritis dan praktis bagi gereja dalam 

menghadapi krisis ekologis yang kompleks. Dengan pendekatan integratif antara perspektif 

teologis dan metodologi bioregional, studi ini mengusulkan model advokasi yang lebih 

adaptif bagi masyarakat kepulauan sesuai konteks pulau-pulau kecil di Maluku. Penelitian 

ini juga memperkuat gagasan bahwa keadilan ekologi bukan hanya agenda lingkungan, 

tetapi juga perjuangan sosial yang menyentuh keberlanjutan seluruh ciptaan. 

 
Kata kunci: Kerusakan Ekologi, Solidaritas, Dusun, Kosmologi Maluku, Teologi 

Kontekstual 
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ABSTRACT 

 

ECOLOGICAL JUSTICE BASED ON BIOREGIONAL PARADIGM 

AND TRANSACTIONAL FOR ECOLOGICAL ADVOCACY EFFORTS 

BY THE PROTESTANT CHURCH OF MOLUCCAS 

By: Ledy Manusama (57180019) 

 

This research underscores the pressing need for ecojustice as a response to 

environmental degradation, which impacts the sustainability of ecosystems and human 

welfare, particularly in the context of the Maluku region. Drawing upon the ecological 

advocacy initiatives of the Maluku Protestant Church (GPM), this study explores 

theological approaches grounded in bioregional and transactional paradigms, with the aim 

of addressing the challenges posed by environmental degradation. The study's analysis of 

Willis Jenkins’ ecological justice perspectives and Richard Evanoff’s bioregional approach 

has resulted in the formulation of a contextual theology model, which aims to integrate 

spiritual, social and ecological values within the context of church praxis. 

Through analysis using descriptive qualitative methods based on literature research, 

the results of this study show that the GPM’s ecological advocacy, although it has produced 

various conceptual recommendations, is still partial in its implementation. Through concrete 

movements such as #SaveAru, GPM demonstrates the capacity to adopt a more holistic and 

inclusive approach. This study underscores the significance of synergy between contextual 

theology and local wisdom grounded in Maluku cosmology, specifically Dusun culture, in 

fostering community-based advocacy that is responsive to environmental concerns. 

This research proffers theoretical and practical contributions for the church in facing 

complex ecological crises. Utilising an integrative approach between theological 

perspective and bioregional methodology, this study proposes a more adaptive advocacy 

model for island communities according to the context of small islands in Maluku. 

Furthermore, this research reinforces the notion that ecological justice is not only an 

environmental agenda, but also a social struggle that touches on the sustainability of all 

creation. 

 

Keywords: Ecological Crisis, Solidarity, Dusun, Moluccan Cosmology, Contextual 

Theology 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1. Latar Belakang Masalah 

Keadilan ekologi (ecojustice) telah menjadi wacana yang berkembang dewasa ini, 

sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan terhadap hak setiap ciptaan di tengah fenomena 

krisis lingkungan yang terus berkembang. Pertanyaan kritisnya adalah bagaimana keadilan 

ekologi sebagaimana yang diharapkan diwujudkan, sebab persoalan lingkungan sudah 

sangat banyak ditunjukkan sebagai crisis oriented, padahal yang dibutuhkan kini adalah 

solution oriented.1 Sementara eksploitasi terhadap sumber daya alam dalam berbagai wujud 

oleh negara-negara maju, pihak swasta, korporat, bahkan pemerintah di tengah mobilisasi 

pembangunan tak dapat dibendung.2 Masyarakat adat yang umumnya masyarakat miskin 

bersama lingkungan seringkali menjadi korban. Seluruh elemen kosmik diperhadapkan 

dengan dampak kerusakan lingkungan, tetapi berupaya untuk tetap survive dan beradaptasi. 

Sidang Raya VI (1983) dan VII (1991) Dewan Gereja-gereja Sedunia (DGD) 

memformulasikan gagasan dan advokasi eko-teologinya dengan konsep Justice, Peace, and 

Integrity Creation (JPIC). Ada satu perkembangan penting setelah SR VI, yaitu peranan 

kelompok Kajian “The Justice, Participatory, and Sustainiable Society” yang berpuncak 

pada konvensi dunia tentang Justice, Peace, and Integrity of Creation (JPIC) tahun 1990 di 

Seoul, Korea. Perkembangan ini telah menghantar gereja-gereja sedunia untuk menegaskan 

inisitif eko-teologis dan eko-advokasinya yang lebih programatis pada SR VII DGD tahun 

1991 di Canberra, dibawah tema berbentuk doa, “Come, Holy Spirit, Renew the Whole 

Creation.”3 

Menggumuli persoalan-persoalan sosial teologis sebagaimana yang ada, Tim 

Justice, Peace, and Integrity of Creation (JPIC) DGD menerbitkan sebuah buku pasca 

Sidang Raya WCC di Harare, Zimbabwe (1998), berjudul “Alternative Globalization 

Addressing People and Earth (AGAPE)” yang telah diterjemahkan “Globalisasi Alternatif 

 
1 Gretel Van Wieren, Restored to Earth: Christianity, Environmental Ethics, and Ecological Restoration 

(Washington DC: Georgetown University Press, 2013), viii. 
2  Nico L. Kana, “Manusia dan Pembangunan dalam Kutut Suwondo”, dalam Merenung Pembangunan: 

Punjung Tulis 70 tahun Like Wilardjo, peny. David S Widihanyono, dkk (Salatiga: UKSW, 2009), 374. 
3  Julianus Mojau, “Keadilan-Ekologis di Tengah Intipan Keadilan Utilitarianisme,” dalam Gereja 

Eksistensial: Paradigma Berteologi Secara Kontekstual di Bumi Indonesia, ed. Fredrik Y.A. Doeka dan Isakh 

A. Hendrik (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2022), 232-233. 



2 
 

Mengutamakan Rakyat dan Bumi”, yang menjadi dokumen tentang latar belakang, hasil 

dari sejumlah konsultasi dan studi gereja tentang globalisasi yang diselenggarakan DGD 

dan organisasi ekumenis lain, sejak 1998-2006. Di dalamnya menyoroti tentang berbagai 

kondisi ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam bentuk-bentuknya yang baru dan agresif.4 

Pembahasan tentang “Keadilan, Perdamaian dan Integritas Ciptaan” telah menjadi 

tema dominan dalam tradisi ekumenis selama beberapa tahun dan telah memberikan 

dampak yang signifikan terhadap kehidupan gereja. Untuk mewujudkan keadilan, umat 

manusia perlu memulihkan peran mereka dalam ciptaan yang diberikan Tuhan kepada 

mereka. Hal ini menegaskan kembali aktivitas kreatif Tuhan di dalam dan melalui umat 

manusia. Hal perlu diperkuat dalam teologi dan pelayanan Gereja. Pada Konferensi Bangsa-

Bangsa tentang Perubahan Iklim di Kopenhagen (7-18 Desember 2009), WCC memobilisasi 

gerakan “Countdown to Copenhagen” yang mengumpulkan lebih dari setengah juta tanda 

tangan dan melakukan kampanye doa pada tanggal 13 Desember.  Dalam suratnya yang 

ditujukan kepada presiden konferensi, dinyatakan bahwa “hal ini akan menjadi subyek 

keadilan dan kebijaksanaan terhadap planet kita dan seluruh ciptaan Tuhan yang baik, untuk 

melihat kesigapan yang sama dari komunitas global dalam menanggapi krisis perubahan 

iklim, sebagaimana cara mereka menangani krisis finansial dan ekonomi”, dan 

menyimpulkan, “Jangan takut!  Bertindak sekarang!”5 Sejalan dengan gagasan dan upaya 

advokasi ekologi dimaksud, Emanuel Gerrit Singgih menulis keprihatinan Protestan 

terhadap kerusakan ekologi dapat dilihat dari dokumen WCC yang berjudul “Justice, Peace, 

and Integrity of Creation” (JPIC). Ditambahkannya, bahwa sebelum itu sudah ada 

pembicaraan-pembicaraan yang bertema ekologi, misalnya konferensi WCC di Bukarest, 

Rumania pada tahun 1974, yang menanggapi penemuan-penemuan Club of Rome, yang 

biasanya disebut berdasarkan judulnya, yaitu Limits Go Growth.6 

Gambaran tentang pergulatan advokasi ekologi dengan realitas hari ini mendorong 

penulis untuk menelisik bagaimana upaya advokasi ekologi dalam praksis bergereja 

dihidupi, secara khusus dalam lingkup Gereja Protestan Maluku (GPM).7  

 

 

 
4  Tim Keadilan, Perdamaian dan Ciptaan Dewan Gereja-gereja se-Dunia (DGD), Globalisasi Alternatif 

Mengutamakan Rakyat dan Bumi: Sebuah Dokumen Latar Belakang, ed. Einar Sitompul dan Hetty Siregar 

(Jakarta: PMK-HKB, 2008), i-iii. 
5 Sebastian C.H. Kim, Theology in the Public Sphere (London: SCM Press, 2011), 58. 
6 Emanuel Gerrit Singgih, Pengantar Teologi Ekologi (Yogyakarta: Kanisius, 2021), 188-190. 
7 Untuk uraian selanjutnya, Gereja Protestan Maluku selanjutnya disingkat menjadi GPM. 
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1.1. Kerusakan Ekologi di Maluku: Sebuah Titik Berangkat 

Krisis ekologi telah mengancam stabilitas iklim global, keanekaragaman hayati 

spesies tumbuhan, hewan, termasuk polusi udara, keracunan tanah, pencemaran air tawar, 

dan miliaran ton plastik yang membahayakan lautan. Hilangnya hutan dan lahan subur 

dalam proporsi yang mengkhawatirkan memiliki implikasi pada keamanan pangan, 

sehingga membahayakan keselamatan manusia. Populasi manusia, yang sekarang 

mendekati 8 miliar, memberi tekanan yang tak tertahankan pada setiap ekosistem di planet 

bumi.8 Di Indonesia, kajian penelitian membuktikan bahwa dampak deforestasi hutan dalam 

skala besar turut menjadi pemicu meningkatnya pemanasan global (global warming), di 

samping fenomena ekologi lainnya.9 

Gereja-gereja di Indonesia kemudian diperhadapkan pada panggilan ekologis yakni 

eksploitasi dan perusakan sumber daya alam yang berlebihan atas nama ekonomi neoliberal 

global sebagai realitas krisis ekologi. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) 

menempuh langkah mengedukasi dan mengembangkan gagasan “gereja sahabat alam,” 

yang menekankan pentingnya menjaga kelestarian alam, hidup ramah lingkungan, dan 

menopang usaha-usaha advokasi ekologi bersama kelompok agama dan kepercayaan lain 

serta berbagai elemen masyarakat lainnya.10 

Persoalan krisis ekologi dan dampaknya kini terjadi di setiap wilayah dan tempat, 

termasuk Provinsi Maluku, kawasan yang dijuluki “Provinsi Seribu Pulau”, Provinsi 

Kepulauan (Archipelago Province). Secara geografis, terletak pada posisi 2 ֯30’9” Lintang 

Selatan dan 124 ֯-136֯ Bujur Timur, sebelah utara berbatasan dengan Laut Seram, sebelah 

selatan berbatasan dengan Lautan Indonesia, dan laut Arafura, sebelah Timur dengan pulau 

Irian (Papua), dan sebelah Barat dengan Pulau Sulawesi/Laut Sulawesi. Luas wilayah 

Provinsi Maluku 581.376 km², terdiri dari 527.191 km² luas laut dan 54.185 km² daratan. 

Dengan 3 pemekaran 3 wilayah Kabupaten/Kota baru pada 2009, Provinsi Maluku saat ini 

memiliki 11 Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, Seram 

Bagian Timur, Maluku Tenggara, Kepulauan Aru, Maluku Tenggara Barat, Buru, Maluku 

Barat Daya, Buru Selatan, Kota Tual, dan Kota Ambon. Provinsi Maluku memiliki luas 

 
8 Fr. Benigno P. Beltran, SVD, “Earth stewardship, economic justice, and world mission: The teachings of 

Laudato Si’,” Missiology: An International Review, Vol. 48 (1) (2020): 39–56, 

DOI:10.1177/0091829619897432 journals.sagepub.com/home/mis. 
9 Herpita Wahyuni dan Suranto, “Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar terhadap Pemanasan Global di 

Indonesia,” JIIP: Jurnal Ilmu-Ilmu Pemerintahan Vol. 6 No. 1 (2021): 148-162 DOI: 

10.14710/jiip.v6i1.10083 
10  Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Dokumen Keesaan Gereja Persekutuan Gereja-Gereja di 

Indonesia (DKG-PGI 2019-2024) (Jakarta: Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan BPK Gunung Mulia, 

2020), 35. 
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wilayah 712.479,65 km² terdiri dari luas daratan 46.339,80 km² (6,5%) dan lautan 

666.139,85 km² (93,5%) sejak panjang garis pantai 10.630,10 km (Dephut, 2013).11 

Dalam perkembangannya terkait dengan kondisi ekologi di Maluku, konteks 

Maluku (termasuk Maluku Utara) sebagai pulau-pulau kecil dan sebagian besar pulau-pulau 

kecil lainnya di Indonesia, telah mengalami degradasi dan ancaman yang luar biasa akibat 

pembangunan ekonomi yang bersifat eksploitatif dan menyumbang gas emisi terhadap 

percepatan pemanasan dan perubahan iklim global, dan mengancam seluruh makhluk dan 

lingkungan alam.12 Dituliskan Norimarna, secara agregat sumber daya alam di Maluku 

terdapat di laut, yang menunjukkan 90% dari luas wilayah propinsi, dan di darat. Di laut 

terdapat kurang lebih 780 jenis ikan dengan potensial 2-7/ton 1 tahun dan diperkirakan 

bahwa pemanfaatannya masih sangat kurang. Di darat lahan pertanian yang potensial adalah 

65,77% dari seluruh wilayah daratan, sedangkan potensi hutan terdapat pada wilayah seluas 

kurang lebih 75% dari luas wilayah, dan sebagian besar telah eksploitasi. Bahan tambang 

juga banyak terdapat di Maluku yakni: emas, nikel, minyak bumi, batu bara, bahan baku 

semen, dan sebagainya. Dewasa ini pertambangan, emas, nikel dan minyak bumi marak 

dieksploitasi. 13  Robert Oszaer memaparkan data terbaru terkait krisis ekologi yang 

menunjukkan bahwa Ekstraksi sumber daya alam di Indonesia, baik di laut maupun darat, 

telah menyebabkan degradasi lingkungan yang kritis, terutama di Maluku. Hak ulayat dan 

hak petuanan masyarakat digerus demi kepentingan ekonomi negara. Masyarakat miskin, 

khususnya di sekitar bekas lahan HPH dan IHPH, semakin terpinggirkan. Pengembangan 

perkebunan sawit secara masif tidak hanya merampas hak masyarakat, tetapi juga 

menghancurkan ekosistem pulau. Setelah produksi sawit berakhir, lahan menjadi gundul 

dan miskin, tanpa adanya keberlanjutan ekosistem. Sementara itu, eksploitasi tambang 

rakyat berpotensi meningkatkan konflik dan kerusakan sumber daya alam, alih-alih 

mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat lokal. Luasan hutan alam di Maluku yang 

semula 3.919.755 ha telah mengalami penyusutan drastis akibat praktik ekstraksi besar-

 
11  Ferdinand Pattipeilohy dan Yosmina Tapilatu, “Pengayaan Budaya Konservasi Lingkungan dengan 

Pengenalan Masa Tenggang dalam Usaha Budi Daya Rumput Laut di Maluku,” dalam Menelusuri Identitas 

Kemalukuan, ed. Rosa Delima (Yogyakarta: Kanisius, 2017), 134. 
12Agustinus Kastanya, “Pengelolaan Multi Lanskap Hutan Pulau-Pulau Kecil Menghadapi Perubahan Iklim 

untuk “Memuliakan Laut,” dalam Memuliakan Laut: Buah Pikiran Akademisi Universitas Pattimura, ed. 

Yohanes Haumahu, dkk (Ambon: Pattimura University Press, 2017), 118. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 2 Tahun 2019 tanggal 23 Januari 2019, secara resmi nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) 

dirubah menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT). 
13 M.K.J. Norimarna, “GPM dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber daya Alam”, dalam Gereja 

Pulau-Pulau Toma Arus, Sibak Ombak, Tegar, Panitia Penulisan Buku-Buku Peringatan 60 tahun GPM dan 

30 Tahun Pendidikan Tinggi Teologia Fakultas Theologia UKIM (Ambon: Fakultas Theologia UKIM, 1995), 

133. 
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besaran oleh HPH. Pengelolaan sumber daya laut dan kemaritiman juga masih didominasi 

pemerintah pusat, menyisakan sedikit manfaat bagi daerah. Dampak pemanasan global dan 

abrasi pantai mempercepat penurunan luas pulau, sementara kebijakan pembangunan pesisir 

justru merusak ekosistem pantai dan pesisir.14 Masyarakat Maluku bergulat, mengais rejeki 

di darat dan di laut yang menyediakan sumber daya alam berlimpah, walaupun luas daratan 

lebih kecil dibandingkan luas laut. Kondisi ini dipengaruhi oleh dua siklus musim yaitu 

musim hujan dan musim kemarau, walaupun kini mengalami perubahan siklus akibat 

dampak pemanasan global dan lainnya. 

Krisis lingkungan yang terjadi di Maluku berlangsung dalam wilayah geografis yang 

beragam, mulai dari pulau-pulau besar yaitu pulau Seram, Buru dan Yamdena, sampai pada 

pulau-pulau kecil dan terluar di Maluku Utara, Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya dan 

Maluku Tenggara Barat. Masalah krisis lingkungan terjadi oleh karena ekspansi 

perusahaan-perusahaan besar berskala internasional atau multinasional yang bergerak di 

berbagai bidang usaha (migas, pertambangan, perkebunan). Permasalahan lingkungan hidup 

di bidang pertambangan misalnya, memperlihatkan kerusakan lahan akibat pertambangan 

dapat terjadi selama kegiatan pertambangan maupun pasca pertambangan. Dampak yang 

ditimbulkan akan berbeda pada setiap jenis pertambangan, tergantung pada metode dan 

teknologi yang digunakan. Kebanyakan kerusakan lahan yang terjadi disebabkan oleh 

perusahaan tambang yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku dan adanya 

penambangan tanpa izin (PETI) yang melakukan proses penambangan secara liar dan tidak 

ramah lingkungan. Semakin besar skala kegiatan pertambangan, makin besar pula areal 

dampak yang ditimbulkan. Perubahan lingkungan akibat kegiatan pertambangan dapat 

bersifat permanen, atau tidak dapat dikembalikan kepada keadaan semula.15 Beberapa kurun 

waktu belakangan ini, justru Maluku ibarat raksasa migas yang baru terbangun dari tidurnya. 

Di semua pulau pencarian sumber migas telah dilakukan, bahkan sudah sampai pada tahap 

eksplorasi dan eksploitasi. Kasus di Gunung Botak di mana masyarakat mulai terserang 

berbagai penyakit menjadi alarm untuk segera disikapi baik oleh pemerintah, pihak 

perusahaan dan gereja serta stakeholder lainnya. Intinya, jika Rencana Tata Ruang Wilayah 

Provinsi Maluku dan Maluku Utara tidak dipetakan secara hati-hati dengan mengutamakan 

pendekatan yang manusiawi, dipastikan ada ancaman yang serius terhadap kemanusiaan di 

 
14 Robert Oszaer, “Membangun Karakter dan Menata Ekosistem Pulau” dalam Merawat Perdamaian dan 

Melestarikan Ekosistem Maluku, Doni Munardo dkk (ed), (Ambon: Pattimura University Press, 2018), 18-20. 
15 Sinode GPM, Persidangan ke-35 Majelis Pekerja Lengkap (MPL) Sinode GPM, Hasil Sidang Komisi 

Khusus Lingkungan. Uwen Gabungan, 21 Nopember 2013. (Ambon: Sinode GPM, 2013). 
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Maluku dan Maluku Utara.16 Dalam perkembangan terkini, kasus Lurang dan Romang 

menghadirkan keprihatinan ekologis selanjutnya. Kasus penambangan tembaga di desa 

Lurang pulau Wetar, menghadirkan kompleksistas krisis di tengah masyarakat, baik dampak 

ekonomi, ekologi, pendidikan, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat.17 Hal serupa pun 

terjadi di pulau Romang, Maluku Barat Daya, di mana penambangan tembaga yang 

dilakukan oleh PT. Gemala Borneo Utama disinyalir mengabaikan peran serta masyarakat 

lokal dalam proses penerbitan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Hal ini 

mengakibatkan pencemaran lingkungan berat seperti dampak limbah tambang yang 

mengakibatkan menurunnya kualitas air tanah dan sungai. 18  Tak lupa pula narasi pilu 

seputar praktik penguasaan lahan untuk transmigrasi, perkebunan sawit, tambang, dan 

kegiatan pembalakan liar (illegal logging) di desa Maneo, Seram Utara, Maluku Tengah 

oleh PT. Nusaina telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan.19 Belum cukup 

sampai di situ, masih juga terdengar jeritan masyarakat di Desa Tolong, Pulau Taliabu, 

Maluku Utara, karena praktik eksploitasi tambang bijih besi oleh PT. Adidaya Tangguh 

yang mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah.20 Berbagai kasus eksploitasi alam 

sebagaimana dipaparkan di atas hanyalah segelintir kejadian eksploitasi lingkungan yang 

menunjukkan bahwa pada aras “akar rumput” (grassroot) masih terdapat banyak kasus 

serupa yang “suaranya tidak terdengar” karena belum tersentuh oleh upaya advokasi secara 

serius.21 

 
16  Sinode GPM, Persidangan Ke-34 MPL Sinode GPM, Hasil Sidang Komisi Khusus. Tepa, Rabu, 14 

November 2012. (Ambon: Sinode GPM, 2012). 
17 Oktofina M.L. Labetubun, Lurang di Jurang Eksploitasi Tembaga: Kajian Sosio-Budaya Terhadap Dampak 

Kehadiran Perusahaan Tambang Bagi Masyarakat di Wetar (Ambon: Badan Penelitian dan Pengembangan 

Gereja Protestan Maluku, 2023), 32-52. 
18 Weherlmina S.E. Pattipeilohy dan Lidya Berhitu, Di Ujung Kemelut Eksplorasi Pertambangan Pulau 

Romang (Ambon: Badan Penelitian dan Pengembangan Gereja Protestan Maluku, 2023), 11, 68. 
19 George Marthen Likumahwa, Imajinasi Nasionalisme Komunitas Masyarakat Adat Maneo di Kaki Gunung 

Murkele Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah, (Disertasi, Universitas Kristen Indonesia Maluku, 2024), 

99-100. Katalog Universitas Kristen Indonesia Maluku. 
20 Simon Werinussa dkk., Orang Tolong dan Aktivitas Pertambangan di Tanah Taliabu, (Ambon: Badan 

Penelitian dan Pengembangan Sinode Gereja Protestan Maluku, 2022), 36. 
21 Elifas Tomix Masppaitella misalnya mencatat berbagai kasus seputar persoalan pembalakan liar (illegal 

logging) di Maluku. Dalam kasus-kasus itu, areal lokasi HPH hampir tidak terpulihkan. Di Wermatang, 

Lermatang, Latdalam, Marantutul, Makatian, Arma, Watmuri, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, masyarakat 

adat yang setiap hari memerlukan kayu bakar sebagai bahan bakar rumah tangga, kini kesulitan 

memperolehnya. Akibatnya terjadi penebangan oleh masyarakat yang memerlukan kayu bakar. Bukan hanya 

itu, sarana sosial, seperti fasilitas kesehatan dan ekonomi (KUD) sebagai bagian dari tanggung jawab sosial 

perusahaan (CSR - Corporate Social Responsibility) juga tidak terbangun. Jalan-jalan logging ada di berbagai 

tempat, namun jalan hubungan antar-desa/negeri tidak tersedia secara memadai sampai saat ini; lihat Elifas 

Tomix Maspaitella, Teologi Perut Bumi: Sebuah Pengantar, (Ambon: Materi Seminar Pembinaan Jemaat, 

[tt]), 8. Naskah tidak diterbitkan. 
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Dari kondisi ekologi Maluku permasalahan dan isu-isu lingkungan yang aktual di 

wilayah pelayanan GPM (Provinsi Maluku dan sebagian Maluku Utara) sebagaimana 

diidentifikasi oleh para pendeta yang mewakili klasis-klasis dalam kegiatan workshop dan 

seminar sehari di Ambon, Oktober 2013, dapat digolongkan dalam delapan bidang, yaitu: 

Bidang Penataan Ruang, Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Bidang Pertanian 

dan Perkebunan, Bidang Kelautan dan Perikanan, Bidang Kehutanan, Bidang 

Pertambangan, Bidang Sosial dan Ekonomi, masalah lingkungan lainnya. 22  Masalah-

masalah tersebut saling berhubungan satu dengan lainnya, artinya kerusakan lingkungan 

satu berakibat kerusakan lingkungan lain, sehingga menjadi masalah yang kompleks. 

Kerusakan ekologi itu menunjuk pada tubuh GPM yang terluka, sakit, dan hancur, oleh 

karena laut-darat, gunung-lembah, hutan-sungai (kali) tidak dapat dilepas-pisahkan satu 

dengan lainnya dari kehidupan jemaat-jemaat di GPM yang memandang alam dan pulaunya 

sebagai tubuh yang di dalamnya mereka menjumpai dan mengalami kehidupan. 

  

1.2. Keprihatinan Gereja Protestan Maluku dan Upaya Advokasi Ekologi  

Kerusakan ekologi pada dasarnya merupakan bentuk ketidakadilan ekologi.  Pokok 

tentang “ketidakadilan ekologi” oleh GPM dipahami sebagai “keadaan alam yang rusak 

sebagai akibat dari ketidakseimbangan relasi manusia dan alam. 23  GPM telah 

mendefinisikan tugas advokasi sebagai sebuah tugas teologi yang bukan untuk manusia saja 

melainkan hak hidup seluruh makhluk. Menjadikan hak hidup semua makhluk sebagai 

fokus advokasi berangkat dari pergumulan untuk masa yang panjang dan sungguh-

sungguh.24 GPM memahami “advokasi” sebagai “suatu usaha sistematik dan terorganisir 

untuk mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan kebijakan yang bermuara 

pada perbaikan kehidupan manusia dan pelestarian lingkungan.” 25  Konsep advokasi  

ekologi yang mencakup definisi, tipologi, sasaran, strategi, serta fungsi dan tahapan 

advokasi gereja kemudian dikonstruksikan GPM berdasar pemikiran teologi sebagai 

landasan pijak. Artinya, menurut penulis, GPM telah memiliki semacam “peta jalan” 

 
22 Sinode GPM, Buku Model dan Strategi Advokasi GPM (Ambon: Sinode GPM, 2013), 19 (naskah tidak 

diterbitkan). 
23 Sinode GPM, Keputusan Sidang Ke-38 Majelis Pekerja Lengkap Sinode Gereja Protestan Maluku Tentang 

Pedoman Advokasi Gereja, (Ambon: Sinode GPM, 2016), hlm. 6. (Naskah tidak diterbitkan). 
24 Elifas Tomix Maspaitella, Teologi Advokasi Dalam Praksis Ber-GPM 

http://kutikata.blogspot.com/2019/04/teologi-advokasi-dalam-praksis-ber-gpm.html, diakses tanggal 4 Mei 

2019 
25 Tim Advokasi GPM, Model Advokasi dan Strategi Penanggulangan dan Penyelamat Lingkungan Hidup 

(Ambon: Sinode GPM, 2014), 15 (naskah tidak diterbitkan). 
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(roadmap) tentang advokasi lingkungan yang tertulis dalam berbagai produk hukum aturan 

gerejawi sebagai landasan pijaknya.  

Sehubungan dengan hal tersebut maka menurut hemat penulis, harus diakui bahwa 

signifikansi advokasi ekologi oleh GPM tampaknya secara umum masih berada pada tataran 

konseptual. Bahkan, jika pola advokasi gereja itu dijalankan, itupun masih bersifat parsial 

(belum bersifat holistik). Dikatakan demikian karena jika dianalisis dengan cermat, GPM 

secara kelembagaan gerejawi telah menghasilkan berbagai buah pemikiran yang secara 

substantif berbicara tentang upaya advokasi ekologi. Sebagai landasan teoretis, menurut 

penulis, sampai pada tataran tertentu upaya advokasi ekologi oleh GPM ini dapat diterima. 

Namun, harus diakui pula bahwa untuk membumikan berbagai kajian konseptual tersebut 

dalam praksis bergereja sejauh ini belum dilaksanakan secara mendalam dan menyeluruh. 

Terkait simpulan sementara ini, pihak gereja sendiri mengonfirmasi bahwa gereja sendiri 

cukup lambat dalam praksis advokasi ekologi pada wilayah pelayanan GPM yang luas 

rentang kendalinya. 26  Hal ini terlihat misalnya dalam kajian penelitian tentang kasus 

kerusakan lingkungan melalui eksploitasi pertambangan tembaga di Desa Lurang, pulau 

Wetar, di mana pola advokasi gereja memang sudah dilakukan namun masih bersifat 

gerakan secara parsial, dan bukan sebagai sebuah gerakan bersama.27 Selain itu, dalam 

kasus Romang, pola advokasi gereja lebih menekankan pada pendampingan masyarakat 

pada aspek-aspek praktis misalnya di bidang hukum dan pendidikan. Secara khusus di 

bidang sosial budaya, pola advokasi gereja juga sudah dilakukan, namun masih bersifat 

umum.28  

Sekalipun demikian, bagi penulis, GPM tidak dapat dikatakan “gagal” atau belum 

mengupayakan langkah-langkah konkret terkait upaya advokasi ekologi. Sebagaimana 

dicontohkan, menurut penulis, GPM sudah melakukan langkah-langkah konkret dalam 

upaya advokasi ekologi, sekalipun terlihat secara parsial dan belum bersifat holistik.  

Salah satu langkah konkret dari upaya advokasi ekologi oleh GPM terlihat lewat aksi 

sosial bersama masyarakat yaitu gerakan #SaveAru. Gerakan #SaveAru merupakan langkah 

konkret advokasi lingkungan yang telah digerakkan oleh GPM sebagai wujud tanggung-

 
26 Hasil wawancara dengan Pdt. Simson M. Reskir, Kepala Biro Advokasi Sinode GPM pada hari Jumat, 25 

Juni 2021; lihat juga Reskir, “GPM dan Advokasi Lingkungan,” 536. 
27 Labetubun, Lurang di Jurang Eksploitasi Tembaga, 53-63. 
28 Labetubun, Lurang di Jurang Eksploitasi Tembaga, 61. Gereja menghidupkan tradisi makan patita bersama 

pada setiap tanggal 6 September yang merupakan HUT Gereja Protestan Maluku. Hal ini dilakukan sebagai 

bentuk perhatian dan upaya gereja mengedukasi jemaat dan warga masyarakat untuk terus menghidupi nilai-

nilai budaya lokal yang terancam digerus arus budaya tambang yang makin mendominasi kehidupan 

masyarakat. Menurut penulis, tentunya hal ini sangat positif dan patut diapresiasi, namun belum menukik 

secara tajam ke arah sentrum permasalahan yaitu eksploitasi lingkungan. 
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jawab gereja dalam mengelola dan memelihara kelestarian dan keseimbangan hayati.29  

Pada 2010, masyarakat Kepulauan Aru dikejutkan oleh informasi bahwa 484.493 ha atau 

77% dari 626.900 ha daratan Aru masuk dalam konsesi 28 anak perusahaan PT. Menara 

Group (PT. MG) untuk perkebunan tebu. Konsesi ini mengancam ruang hidup masyarakat 

adat, menyisakan kurang dari 25% lahan untuk kebutuhan mereka. PT. MG, yang belum 

pernah mengoperasikan perkebunan di lokasi lain, mengajukan izin dengan skala jauh 

melampaui pengalaman operasionalnya.30 

Dampak sosial dari keberadaan konsesi ini, termasuk konflik vertikal dan horizontal 

serta tergerusnya sistem relasi sosial, sangat jelas terlihat. Singkatnya, sistem budaya 

masyarakat adat Aru akan tertatih-tatih menuju ambang kepunahan karena berbagai situs 

yang diyakini keramat oleh masyarakat adat Aru sekaligus bagian integral dari sejarah 

mereka terancam hancur. Jika rencana tersebut dilaksanakan, ekosistem akan mengalami 

kehancuran karena kekayaan flora dan fauna akan digantikan oleh tebu dan hama yang 

menyertainya. Pasokan air tawar di pulau-pulau kecil yang tidak memiliki gunung akan 

diserap oleh akar-akar tebu. Ini adalah fakta botani bahwa tebu adalah rumput yang akarnya 

menyimpan cadangan air dan oleh karena itu harus menyimpan air dalam jumlah besar. Oleh 

karena itu, orang-orang Aru akan dipaksa bertempur dengan tebu untuk mendapatkan air. 

Lebih buruk lagi, sistem sanitasi regional di wilayah perkebunan tebu akan menjadi kacau 

bagi masyarakat adat karena air akan digunakan untuk sistem irigasi tebu dan bukan untuk 

kebutuhan sehari-hari. Rusaknya sistem sanitasi dan konsep kebersihan yang menyertainya 

juga akan membahayakan kelestarian hutan dan masyarakat adat di Kepulauan Aru.31 

Permasalahan di Kepulauan Aru mulai menarik perhatian masyarakat domestik dan 

internasional (komunitas dan aktivis lingkungan dari Eropa, Jepang, Australia) sebelum 

tagar (#SaveAru) menawarkan kepada semua orang yang belum saling mengenal untuk 

membicarakan Kepulauan Aru dan masyarakatnya. Pada awalnya, gerakan #Save Aru 

dikoordinasikan oleh penduduk lokal di Dobo, ibu kota Kabupaten Aru, yang menentang 

keras rencana tersebut yang berarti penghancuran hutan mereka. Kampanye yang terbatas 

 
29  Jacky Manuputty, “Potret Perjuangan Gereja Protestan Maluku (GPM) dalam Membangun Advokasi 

Lingkungan Berbasis Gereja,” dalam Teologi Tanah: Perspektif Kristen terhadap Ketidakadilan Sosio-

Ekologis di Indonesia, eds. Zakaria J. Ngelow dan Lady Paula R. Mandalika (Makassar: Oase Intim, 2015), 

98. 
30 Herdi Sahrasad etal., “A Reflection On a Peripheral Movement: The ‘Save Aru’ Social Movement 2013-

2015 from a Historical Perspective,” Wacana: Journal of the Humanities of Indonesia Vol. 20 No. 3 (2019): 

560-582 DOI: 10.17510/wacana.v20i3.723 
31 Sahrasad etal., “A Reflection On a Peripheral Movement,” 564. 



10 
 

ini kemudian menarik lebih banyak perhatian setelah disebarkan secara lebih luas melalui 

media sosial dan media online.32 

Dalam konteks advokasi ekologi di Maluku, salah satu tokoh sentral di balik gerakan 

#Save Aru adalah Jacky Manuputty. Dalam pergulatan sosio-teologis dan ekologis tersebut, 

Jacky Manuputty telah muncul sebagai aktor kunci yang mendesak GPM untuk menyatakan 

sikap resmi terhadap perusahaan-perusahaan yang ingin menyabotase pelestarian hutan dan 

mata pencaharian masyarakat adat. Manuputty termasuk salah satu yang mengorganisir 

komunitas blogger di Ambon, sebuah langkah penting yang memungkinkan kampanye 

“Save Aru” melambung ke tingkat internasional.33 Jadi, dapat disimpulkan bahwa sekalipun 

respon terhadap krisis Aru ini pertama-tama diinisiasi oleh komunitas masyarakat lokal Aru 

di Dobo yang kemudian diapungkan oleh dunia internasional sebagai isu besar, namun 

dalam konteks advokasi ekologi di Maluku, Jacky Manuputty hadir sebagai representasi 

gereja (dalam hal ini GPM) yang memperjuangkan advokasi ekologi bagi masyarakat Aru 

secara khusus. 

Bertolak dari Gerakan #SaveAru, menyikapi realitas kerusakan lingkungan di 

wilayah GPM secara kritis maka dapat dijumpai persidangan terakhir Majelis Pekerja 

Lengkap (MPL) Sinode GPM tahun 2012 sampai dengan 2014 (MPL ke-33, ke-34, ke-35, 

dan ke-36) isu kerusakan lingkungan ini telah dijadikan sebagai salah satu isu prioritas yang 

harus ditangani. Advokasi ekologi oleh GPM baru dimulai pada tahun 2012, padahal telah 

dirasakan kerusakan yang masif sebelum 2012.  Dalam pidato ketua Sinode pada Sidang ke-

28, yang merupakan persidangan Badan Pekerja Lengkap (BPL) bagi BPL periode masa 

bakti 2005-2010, dalam meletakkan arah dan pikiran-pikiran dasar gereja, telah 

disampaikan salah satu masalah mendasar yang dihadapi GPM di samping masalah-masalah 

lain yang disebutkan adalah kemiskinan dan krisis lingkungan. Kenyataan ini 

mengindikasikan atau memberi kesan lambatnya respons institusional GPM di setiap aras 

pada saat itu. Barulah pada Sidang 2013 GPM berupaya membentuk komisi khusus yang 

membahas kerusakan lingkungan dengan melahirkan rekomendasi-rekomendasi yang 

disampaikan dalam kaitan dengan tindakan mengantisipasi dan menghadapi kerusakan 

lingkungan berlanjut dengan pembentukan Tim advokasi GPM untuk kerusakan 

lingkungan.34 

 
32 Sahrasad etal., “A Reflection On a Peripheral Movement,” 566-567. 
33 Sahrasad etal., “A Reflection On a Peripheral Movement,” 567. 
34 Simson M. Reskir, “GPM dan Advokasi Lingkungan”, dalam Delapan Dekade GPM Menanam, Menyiram, 

Bertumbuh dan Berbuah: Teologi GPM dalam Praksis Berbangsa dan Bermasyarakat, eds. Elizabeth 

Marantika, dkk (Salatiga-Ambon: Satya Wacana University Press-Gereja Protestan Maluku, 2015), 536. 
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Mengacu pada uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan terdapat tantangan bagi 

GPM saat ini untuk menyikapi persoalan kehancuran ekologi. Dibutuhkan sebuah praksis 

advokasi ekologi yang bersinergik dengan landasan teologi dan kontekstua dalam kerangka 

mengoperasionalkan advokasi secara holistik.  

 

1.3. Keadilan Ekologi (Ecojustice), Paradigma Bioregional dengan Pendekatan 

Transaksional: Suatu Pertimbangan Teoretis 

Berdasarkan paparan di atas, terlihat bahwa persoalan advokasi ekologi bagi 

tegaknya keadilan ekologi merupakan sebuah agenda penting dalam praksis bergereja yang 

secara kontinyu diupayakan GPM. Dikatakan demikian karena gereja terus terlibat dalam 

pergulatan teologis seputar advokasi ekologi.  

Dominasi manusia atas ciptaan lain secara subjektif melahirkan berbagai anomali 

krisis ekologi. Sehubungan dengan itu maka penting mempertimbangkan pemikiran Willis 

Jenkins bahwa keadilan ekologi (ecojustice) membentuk praktik Kristen terhadap 

lingkungan secara responsif di sekitar sesuatu yang sakral, atau yang diberikan secara ilahi, 

di dalam dunia. Praktik moral Kristiani harus memberi bumi apa yang menjadi haknya. 

Keadilan ekologi (ecojustice) memberi ruang bagi pendekatan formal atas masalah 

lingkungan dalam komitmen gerejawi untuk masalah kemanusiaan seperti kemiskinan, 

ketidakadilan sosial, dan penyakit. Keadilan ekologi (ecojustice) mengintegrasikan isu-isu 

lingkungan ke dalam kerangka kerja penghormatan yang diwajibkan. Dalam pengamatan 

Jenkins, bahkan komunitas Protestan garis utama dan Katolik Roma cenderung membuat 

argumen keadilan lingkungan.35 

Jenkins melihat masalah keadilan ekologi (ecojustice) menjadi bagian dari masalah 

gereja sekaligus mendorong gereja untuk terlibat dan berperan.  Signifikansi pemikiran 

Jenkins ini terasa sangat aktual dalam konteks pergumulan GPM menjalankan advokasi 

ekologi terhadap masalah kerusakan lingkungan yang terus dihadapi hingga kini. Bagi 

Jenkins, Keadilan Ekologi (ecojustice) bahkan memberi ruang bagi pendekatan formal atas 

masalah lingkungan dalam komitmen gerejawi. Dengan demikian jejaring dalam upaya 

mewujudkan keadilan ekologi (ecojustice) terbuka, sehingga GPM dalam kebijakan 

advokasi lingkungan tidak saja bertumpu pada sumber aturan Gereja (beserta gagasan 

teologi) namun dapat memposisikan dirinya sebagai lembaga sosial keagamaan yang tidak 

 
35 Willis Jenkins, Ecologies of Grace: Environmental Ethics and Christian Theology (New York: Oxford, 

2008), 61. 
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melepaskan diri dari aturan hukum tentang lingkungan sebagai produk negara yang 

mengikat dan mengatur masyarakat. GPM sebagai gereja, berada di wilayah negara yang 

memiliki produk hukum dan aturan-aturan. Ini berarti bahwa dalam perjalanan bergereja, 

dialog dengan pemerintah terkait kebijakan yang ditempuh merupakan hal urgen. Dalam hal 

ini gereja melaksanakan advokasi ekologi dengan memperjuangkan dan membela umatnya 

bersama semua ciptaan dalam menghadapi ketidakadilan ekologi.  

Tantangan besar dalam mewujudkan keadilan ekologi (ecojustice) yang tidak dapat 

dihindari adalah globalisasi yang menyertakan dominasi pembangunan. Hal mana terjadi 

juga di Maluku, di mana masyarakat adat tersebar di desa dan pulau-pulau kecil sehingga 

menikmati pembangunan yang tidak merata bahkan menjadi korban pembangunan dan 

globalisasi melalui eksploitasi sumber daya alam dimana masyarakat menggantungkan 

hidupnya.  

Sebagai respon terhadap bahaya globalisasi, maka Evanoff mengusulkan Paradigma 

Bioregional dengan Pendekatan Transaksional, menyikapi dominasi pembangunan dan 

ekonomi global yang berpusat pada elite politik maupun elite ekonomi, yang cenderung 

tidak mendengar suara masyarakat lokal dan mewadahi kepentingan mereka sesuai 

harapan.36 Konteks Maluku dan sebagian Maluku Utara yang menjadi wilayah pelayanan 

GPM dengan rentang kendali yang menjadi tantangan sulit dijangkau mengakibatkan suara 

masyarakat lokal dan kepentingan mereka terkebiri tak dapat dihindari. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa ketimpangan dan ketidakadilan itu bersifat struktural, meresap dan 

dilestarikan oleh struktur-struktur yang tidak adil. Terjadi praktik ketidakadilan yang 

diinisiasi oleh orang atau suatu kelompok sekaligus untuk menindas sesama manusia. 

Akibatnya, terdapat ketidakadilan berlapis-lapis, ketidakadilan dobel atau tripel, yang 

menimpa sekaligus memperberat beban yang harus ditanggung. 37  Mencermati konteks 

Maluku dan fenomena kerusakan ekologi sebagai bentuk ketidakadilan maka dua 

pendekatan yang saling berkait sebagaimana diusulkan Evanoff dengan demikian sangatlah 

berkontribusi, karena pendekatan bioregional dan transaksional berangkat dari tiga 

argument yang ditekankan oleh Evanoff, yakni:  keberlanjutan ekologi, keadilan sosial, dan 

kesejahteraan manusia.38 

 
36 Richard Evanoff, Bioregionalism and Global Ethics: A Transactional Approach to Achieving Ecological 

Sustainability, Social Justice, and Human Well-being (New York: Routledge Taylor and Francis Group, 2014), 

192-193. 
37 J.B. Banawiratma, “Teologi Publik dengan Perspektif Pembebasan Holistik,” dalam Teologi Publik dan 

Ketidakadilan: Pembebasan Holistis Bagi dan Bersama Korban, peny. J.B. Banawiratma (Jakarta: BPK 

Gunung Mulia, 2023), 96-97. 
38 Evanoff, Bioregionalism and Global Ethics, 33-38. 
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Kebijakan Advokasi GPM mengandung nilai-nilai Keadilan Ekologi yang 

mempertimbangan manusia tetapi juga alam sebagai suatu integritas ciptaan, yang hak-

haknya tetap dipertimbangkan atau dihormati. Dalam menghadapi persolan kerusakan 

lingkungan gerakan #SaveAru menjadi contoh keterlibatan GPM yang memperhatikan 

strategi keadilan ekologi yang mengakomodir nilai etika lingkungan didalamnya, melalui 

perjuangan masyarakat setempat didampingi GPM (walaupun tidak dipungkiri pada tempat 

lain, ada juga yang belum berhasil karena tantangan dan faktor lainnya). 

Realitas ketidakadilan ekologi sebagai dampak dari globalisasi yang sarat dengan 

aksi eksploitasi alam oleh manusia dalam konteks saat ini membutuhkan perhatian bersama 

di setiap elemen dan level masyarakat, secara khusus perhatian pada komunitas lokal. 

Menurut penulis, pendekatan Bioregional dan Transaksional sebagaimana gagasan Evanoff 

di atas, semakin melengkapi pandangan Jenkins tentang keadilan ekologi. Bahkan, 

pendekatan Bioregional dan Transaksional tersebut sesuai dengan konteks Maluku di mana 

GPM meng-ada, kemudian dapat dikembangkan sesuai karakteristik pulau-pulau dengan 

rentang kendalinya. Singkatnya, signifikansi pendekatan yang bersifat kolaboratif dialektis 

ini dapat menghasilkan teologi yang konstruktif sebagai model advokasi ekologi yang 

kontekstual bagi GPM, berangkat dari pengalaman menghadapai fenomena lingkungan, 

kebijakan yang ditempuh bahkan advokasi yang dilakukan sejauh ini sebagai bentuk 

panggilan menghidupi teologinya.  

 

1.4. Dusun Dati: Upaya Menuju Konstruksi Eko-Teologi yang Kontekstual 

Kemunculan agama pada dasarnya bertujuan membebaskan manusia dari keadaan 

yang dianggap menyimpang dan memprihatinkan. Dalam konteks kemunculan tersebut 

pengalaman keagamaan terhadap yang Ilahi dihayati sebagai panggilan pembebasan bagi 

manusia. Karena itu, jika dikatakan bahwa nafas agama-agama adalah pembebasan, 

tentunya tidak berlebihan. Semua harapan perbaikan itu didasarkan pada penghayatan dan 

pengalaman tertentu tentang “Yang Ilahi” dalam kaitan dengan diri sendiri dan alam 

semesta.39  Kemunculan gereja dengan peran advokasinya benar-benar harus menghadirkan 

pembebasan. Sederhananya, gereja hadir untuk memberikan solusi bagi warganya. 

Di dalam buku Advokasi dan Strategi Penanggulangan dan Penyelamatan 

Lingkungan Hidup, khususnya pada bagian sikap gereja, Gereja Protestan Maluku (GPM) 

 
39  Wahju S. Wibowo, “Iman dan Agama Yang Membebaskan” dalam Teologi Yang Membebaskan dan 

Membebaskan Teologi, ed. Wahju S. Wibowo dan Robert Setio (Yogyakarta: Yayasan Taman Pustaka Kristen 

dan Fakultas Teologi UKDW, 2016), 213. 
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menanggapi kerusakan lingkungan melalui tindakan advokasi, dengan mengacu pada tiga 

model gereja yang lebih dikenal dalam pergumulan gereja-gereja di dunia, yakni: (a) Model 

Asketis; (b) Model Solidaritas-Liberatif; dan (c) Model Ekaristi. Model Solidaritas-Liberatif 

menjadi pilihan yang dirasa memadai sebagai respons GPM terhadap problematika 

lingkungan hidup.40 Terlepas dari bentuk atau model advokasi ekologi, menurut penulis, 

perlu diupayakan sebuah bentuk advokasi ekologi yang kontekstual menyikapi krisis yang 

terjadi. 

Pemilihan model advokasi gereja yang tepat dalam mengurangi persoalan krisis 

ekologi sangatlah menentukan. Hal ini diperlukan untuk mensintesiskan aspek-aspek yang 

berhubungan dengan keadilan ekologi, penghormatan terhadap budaya lokal, serta 

kesadaran untuk menempatkan seluruh elemen kosmik dalam relasi yang setara. Sintesis 

pemaknaan tersebut kiranya menghasilkan sebuah model advokasi ekologi oleh gereja yang 

kontekstual, sesuai dengan realitas pergumulan di tengah masyarakat. Sebagaimana konteks 

Maluku yang memiliki adat dan budaya yang beragam, maka pemilihan sebuah model 

pendekatan advokasi lingkungan yang berbasis kearifan lokal (local wisdom) negeri-negeri 

adat di Maluku tentunya mempunyai daya tarik tersendiri yang dapat memengaruhi respon 

masyarakat (baca: warga gereja) untuk menanggapi berbagai fenomena kerusakan 

lingkungan dimaksud.  

John Christian Ruhulessin memberi catatan kritis terkait dengan eklesiologi GPM 

bahwa GPM masih terbelit dengan isu-isu afirmatif yang rata-rata adalah warisan teologi 

Barat dan proses elaborasi konteksnya masih perlu diperkental agar “rasa Maluku-nya” 

makin mengental pula.41 Ini sejalan dengan pembahasan Robert Setio tentang penerimaan 

gereja terhadap kontekstualisasi, bahwa kontekstualisasi itu penting, dengan alasan 

menghubungkannya dengan persoalan keadilan. Dominasi teologi Barat membawa akibat 

kepada rendahnya apresiasi terhadap pemikiran-pemikiran lokal. Kondisi ini sangat tidak 

adil. Seharusnya pemikiran atau budaya lokal diangkat dan dijadikan dasar untuk berteologi. 

Tetapi, seruan dan tuntutan keadilan ini nampaknya ditanggapi dengan dingin oleh gereja-

gereja di Indonesia.42  Dengan demikian konteks dan karakteristik GPM sangat penting 

 
40 Tim Advokasi GPM, Model Advokasi dan Strategi Penanggulangan dan Penyelamat Lingkungan Hidup 

(Ambon: Sinode GPM, 2014), 15 (naskah tidak diterbitkan). 
41 John Christian Ruhulessin, “Eklesiologi GPM dalam Konteks Masyarakat Kepulauan” dalam Delapan 

Dekade GPM Menanam, Menyiram, Bertumbuh dan Berbuah: Teologi GPM dalam Praksis Berbangsa dan 

Bermasyarakat, Elizaberth Marantika, dkk (Salatiga-Ambon: Satya Wacana University Press dan Gereja 

Protestan Maluku, 2015), 90. 
42 Robert Setio, “Kontekstualisasi, Poskolonialisme, dan Hibriditas,” dalam Teks dan Konteks: Berteologi 

Lintas Budaya, ed. Robert Setio, dkk (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2019), 85. 
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untuk diperhatikan dan dielaborasikan bersama gagasan-gagasan yang menjadi bagian dari 

upaya advokasi ekologi, bahkan mendukung teologi pembebasan dalam implementasinya. 

Melalui sintesis model advokasi ekologi oleh gereja dengan konteks GPM 

sebagaimana pembahasan di atas maka kearifan lokal seputar pemanfaatan tanah Dusun 

Dati dan Tanah Pusaka menjadi gambaran sekaligus tawaran yang dapat digunakan sebagai 

dasar membangun teologi yang kontekstual. Argumentasi ini didasari pada fakta bahwa di 

dalam tradisi Dusun Dati dan Tanah Pusaka, ditemukan bentuk pengelolaan tanah dengan 

sumber daya alam yang terkandung di atas area tanah dimaksud. Bahkan, dalam tradisi ini 

pun terkandung nilai-nilai pemanfaatan dan pengelolaan tanah secara bertanggung jawab, 

saling berbagi. Di samping itu, pengawasan terhadap budaya pengelolaan Dusun Dati dan 

Tanah Pusaka menunjukkan dimensi advokasi. 

Sejalan dengan idea konstruksi Teologi Dusun Dati, Tanah Pusaka sebagaimana 

dipaparkan penulis di atas, Aholiab Watloly pun menyatakan bahwa pembangunan 

masyarakat berbasis kepulauan diperlukan cara pandang lokal (indigenous perspective) 

yang memiliki karakter kepulauan. Cara pandang lokal dimaksud menunjukkan kode-kode 

kecerdasan dan kearifan hidup dalam menjaga, memelihara, mengelola serta 

mengembangkan kehidupan secara kokoh pada dinamika alam kepulauan. Kode kecerdasan 

dan kearifan lokal yang mana berhubungan pula dengan pengelolaan sistem budaya dan 

sistem sosialnya secara lintas pulau yang saling menghidupkan dari generasi ke generasi.  

Arus utama ekologi pemikiran itu begitu penting bagi pembangunan berbasis kepulauan 

yang maju, berdamai, sejahtera, mandiri, emansipatif dan bermartabat.43 Dengan demikian 

sistem budaya dan sistem sosial yang terdapat pada pola pemanfaatan dan pengelolaan tanah 

melalui budaya Dusun Dati dan Dusun Pusaka sebagaimana diulas di atas, penting untuk 

terus dihidupkan dalam praktik hidup bersama di negeri-negeri adat dan memberikan bias 

bagi pengelolaan sumber daya alam yang terjaga dan kesejahteraan hidup masyarakat adat 

yang dekat dengan masalah kemiskinan dan kerusakan akibat pembangunan yang 

mengabaikan prinsip-prinsip berbasis kepulauan. Konsep ini berkaitan dengan gagasan 

Keadilan ekologi dan pendekatan bioregional dan transaksional sebagaimana di bahas pada 

bagian depan.  

Bagi penulis, budaya Dusun Dati dan Dusun Pusaka yang masih dihidupi pada 

masyarakat-masyarakat adat (dalam hal ini jemaat-jemaat GPM), dapat dikonstruksi 

 
43 Aholiab Watloly, “Membangun Maluku Berbasis Kearifan Adat dan Budaya Kepulauan,” dalam Menggali 

Sejarah dan Kearifan Lokal Maluku, ed. Joseph Antonius Ufi, Hasbullah Assel, (Jakarta: Cahaya Pineleng, 

2012), 122. 
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menjadi sebuah model advokasi ekologi. Dalam menghadapi eksploitasi sumber daya alam 

tanpa batas atau tak terkendali, kerusakan alam yang masif tanpa pengawasan, bahkan 

perampasan hak tanah masyarakat adat (land grabing) karena pembangunan sebagaimana 

yang sering diwacanakan, maka gereja kembali diajak untuk menghidupkan budaya Dusun 

Dati dan Dusun Pusaka melalui jejaring dengan pemerintah negeri (akademisi, praktisi 

hukum, LSM) bahkan elemen terkait yang terlibat langsung  dalam implementasi 

pengelolaan Dusun Dati dan Tanah Pusaka sebagai bentuk pembelaannya terhadap hak-hak 

manusia juga non manusia. Di sinilah pula Gereja dapat memaknai wacana berteologinya 

melalui kebudayaan lokal yang ada, menghidupkannya melalui program-program 

kepedulian terhadap alam semesta. 

Analisis ini sejalan dengan penjelasan Emanuel Gerrit Singgih yang menegaskan 

signifikansi kontekstualisasi yakni teologi keseimbangan yang berakar pada persoalan 

keadilan, di mana perlu ada suatu bentuk kontrol terhadap dominasi budaya Barat agar tidak 

menguasai serta menentukan penghayatan iman yang dapat mengakibatkan kekayaan di 

dalam kebudayaan lokal dapat menjadi punah. Tujuan kontekstualisasi bukanlah supaya 

persaudaraan universal di antara umat Kristen menjadi pecah atau terpisah-pisah, melainkan 

supaya ada konvergensi: satu sama lain saling menghargai kepribadian masing-masing, satu 

sama lain belajar dari kekayaan masing-masing, dan satu sama lain tidak memaksakan 

unsur-unsur kebudayaan sendiri sebagai “kebenaran Injili” yang harus diterima kalau mau 

selamat.44 Dalam konteks pemaknaan ini, penulis memahami tradisi Dusun Dati sebagai 

sebuah kekayaan budaya yang secara operatif mengupayakan keadilan ekologi sebagaimana 

ditekankan Jenkins, sekaligus memberikan ruang apresiasi kepada komunitas lokal yang 

bersinergi dengan alam sebagaimana ditekankan Evanoff. Artinya, tradisi Dusun Dati 

merupakan sebuah bentuk kearifan lokal yang dapat dikonstruksi menjadi sebuah bentuk 

teologi kontekstual guna mengupayakan advokasi ekologi dalam konteks GPM.  

 

2. Pertanyaan Penelitian 

Penelitian ini akan menjawab pertanyaan yang berkontribusi teori, praktis, 

rekomendatif dalam mewujudkan keadilan ekologi pada konteks GPM. Berdasarkan uraian 

 
44  Emanuel Gerrit Singgih, Berteologi Dalam Konteks: Pemikiran-pemikiran Mengenai Kontekstualisasi 

Teologi di Indonesia (Yogyakarta dan Jakarta: Kanisius dan BPK Gunung Mulia, 2000), 25. Sekalipun 

demikian, Singgih menegaskan bahwa kontekstualisasi bukanlah pengembangan sikap xenophobia, di mana 

ada kecenderungan orang untuk bersikap anti Barat, anti asing, atau anti pada hal-hal yang berasal dari luar. 

Kontekstualisasi mau menyoroti partikularitas, tetapi partikularitas yang tidak terlepas dari universalitas. 
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di atas maka pertanyaan yang akan menjadi pokok-pokok analisis dalam penelitian ini 

adalah sbb:  

1. Bagaimana upaya GPM melakukan advokasi terhadap krisis ekologi di Maluku? 

2. Apakah signifikansi pemikiran Willis Jenkins dan Richard Evanoff dalam upaya 

advokasi ekologi oleh GPM? 

3. Bagaimana relevansi Dusun sebagai sebuah model berteologi kontekstual untuk 

membangun advokasi ekologi di Maluku? 

 

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan uraian permasalahan di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sbb:  

1. Untuk mengetahui tentang bagaimana upaya GPM melakukan advokasi terhadap krisis 

ekologi di Maluku. 

2. Untuk mengetahui signifikansi pemikiran Willis Jenkins dan Richard Evanoff dalam 

upaya advokasi ekologi oleh GPM. 

3. Untuk menemukan relevansi Dusun sebagai sebuah model berteologi kontekstual untuk 

membangun advokasi ekologi di Maluku. 

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberi kontribusi bagi gereja 

menghadapi kerusakan lingkungan yang kian massif dengan menghasilkan konstruksi Eko-

Teologi yang kontekstual sebagai model advokasi gereja menyikapi berbagai bentuk 

ketidakadilan ekologi yang berdampak bagi masyarakat masyarakat adat bahkan eksistensi 

alam dalam konteks GPM. Sementara manfaat akademiknya, menurut penulis kajian 

tentang keadilan ekologi melalui pendekatan Bioregional dan Transaksional dalam korelasi 

dengan Model advokasi masih minim. Dengan demikian penelitian ini dapat menambah 

referensi teoretis, sekaligus menjadi salah satu sumber diskursus untuk menindaklanjuti 

pergumulan gereja sampai pada konteks lokal dalam menghadapi kerusakan lingkungan 

yang tidak hanya masif tetapi juga komprehensif. Studi ini diharapkan dapat menemukan 

dan menawarkan sebuah terobosan baru sebagai langkah untuk mengejewantahkan keadilan 

ekologi (ecojustice) secara holistik. 

   

4. Metode Penelitian 

Bentuk penelitian ini adalah studi kepustakaan (literature research). Studi 

kepustakaan dapat digolongkan dalam jenis penelitian kualitatif. Dalam konteks studi 
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kepustakaan data-data diambil dari bahan-bahan pustaka. 45  Sesuai riset ini maka 

penggunaan data primer ditekankan pada dokumen-dokumen gerejawi yang berhubungan 

langsung dengan Advokasi GPM dan pemikiran strategi keadilan ekologi (ecojustice) oleh 

Willis Jenkins kemudian pemikiran tentang Paradigma Bioregional dengan Pendekatan 

Transaksional oleh Richarfd Evanoff. Selanjutnya, digunakan data sekunder untuk 

mempertajam analisis, yakni tulisan-tulisan yang berkaitan langsung membahas dan 

menjelaskan topik ini, dimanfaatkan sebagai sumber-sumber data penunjang. Deskripsi atas 

pustaka primer dan pustaka sekunder kemudian diinterpretasi dan dianalisis secara holistik 

untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang ada. 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Interpretatif, yang berangkat dari 

upaya untuk mencari penjelasan tentang peristiwa-peristiwa sosial atau budaya yang 

didasarkan pada perspektif dan pengalaman orang yang diteliti. Dalam konteks penelitian 

kepustakaan subyeknya adalah bahan-bahan pustaka tentang peristiwa sosial atau budaya. 

Dengan demikian akan dilakukan upaya untuk mencari penjelasan tentang 

peristiwa/kasus kerusakan lingkungan dan advokasi yang dilakukan, melalui dokumen-

dokumen sebagai laporan hasil Sidang-Sidang Sinode dan sumber-sumber bahan pustaka 

terkait lainnya yang diterbitkan oleh GPM. 

Pendekatan interpretatif ini dilakukan dalam perspektif teologis. Riset teologis 

secara substantif di sini menekankan tentang pentingnya mengembangkan hidup beriman 

umat Allah untuk membaharui kehidupan gereja, mengaktualisasikan misi gereja, serta 

menggali kekayaan spiritual tradisi komunitas, untuk mendialogkan ajaran gereja dengan 

berbagai peradaban keilmuan secara interdisiplinaritas.46 Oleh sebab itu, riset ini berupaya 

untuk melakukan upaya interpretasi teoretis berdasarkan pemikiran para ahli dari perspektif 

lintas ilmu, kemudian mencoba mengelaborasi hasil interpretasi tersebut untuk 

mengaktualisasikannya dalam wujud konstruksi teologi kontekstual sesuai locus penelitian. 

Dengan demikian maka diskursus tentang Keadilan Ekologi, Paradigma Bioregional dengan 

Pendekatan Transaksional, serta relasinya dengan upaya advokasi ekologi oleh pihak gereja 

menempati posisi epistemik (substansi pokok) dalam riset ini.47 Teknik pengumpulan data 

 
45 Amir Hamzah, Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research): Kajian Filosofis, Teoretis dan Aplikasi 

Proses dan Hasil (Jakarta: Rajawali Press, 2022), 5. 
46 FX. E. Armada Riyanto CM, Metodologi: Pemantik dan Anatomi Riset Filosofis (Malang: Widya Sasana, 

2020), 3-4. 
47  Riyanto menjelaskan bahwa istilah “posisi epistemik” merupakan terminologi yang digunakan oleh 

Habermas untuk membangun sebuah diskursus. Dalam konteks penelitian, menurut Riyanto, “posisi 

epistemik” mengandung makna keberanian peneliti untuk menegaskan kontribusi pemikirannya, yang bukan 

hanya mengandung aspek kebaruan (novelty), melainkan juga menjadi pemantik bagi pengembangan 

diskursus keilmuan selanjutnya; lihat Riyanto, Metodologi, 7. 
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yang akan dilakukan mencakup (1) menghimpun literatur yang sesuai dengan topik 

penelitian; (2) melakukan klasifikasi data dalam bentuk dokumen primer, sekunder, dan 

tersier; serta (3) melakukan konfirmasi (crosscheck) antar berbagai sumber data lainnya 

guna mencapai validitas reliabilitas yang memadai. 48  Dengan demikian mengacu pada 

uraian di atas, maka penulis akan berupaya untuk menghimpun sumber data penelitian yang 

berkorelasi dengan isu advokasi ekologi, melakukan upaya sistematisasi data melalui proses 

klasifikasi sumber data, serta melakukan konfirmasi (crosscheck) antar berbagai sumber 

data tentang advokasi ekologi GPM melalui wawancara dengan informan kunci yang 

ditetapkan, guna memperoleh akurasi data yang tinggi. 

 

5. Judul Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan serta kerangka konseptual yang 

dirumuskan dari penelitian ini, maka disertasi ini diberi judul sbb: 

Keadilan Ekologi Berbasis Paradigma Bioregional dan Transaksional  

Bagi Upaya Advokasi Ekologi oleh Gereja Protestan Maluku 

 

6. Penelitian Terdahulu 

Merespons berbagai kerusakan lingkungan sampai hari ini, tentunya telah banyak 

dilakukan penelitian-penelitian berkaitan dengan bidang ekologi secara umum, dan ekologi 

teologi secara khusus. Hal sebagaimana disebutkan dituangkan melalui rekomendasi pada 

karya-karya akademik tesis, disertasi, maupun artikel ilmiah. Bagian ini meninjau 

penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan membedakan posisi penelitian 

penulis secara substantif dari yang telah dilakukan dan dihasilkan. 

Pada tahun 2023 Advensia Kakisina, John Christian Ruhulessin, dan Eklefina 

Pattinama melakukan publikasi hasil penelitian yang berjudul “Teologi Advokasi Terhadap 

Kerusakan Lingkungan Alam Sabuai” yang diterbitkan dalam Jurnal Arumbae (Juni 2023) 

yang berada di bawah naungan Fakultas Teologi UKIM Ambon. Dalam kajian Kakisina 

dkk., Teologi Advokasi didefinisikan sebagai sebuah perspektif teologi yang berfokus pada 

peran gereja dalam mengadvokasi atau memperjuangkan isu-isu keadilan dan kesetaraan 

yang berdampak pada masyarakat. Teologi ini tidak hanya sekedar menyebarkan informasi 

dari mimbar-mimbar gereja, tetapi juga berjuang bersama masyarakat untuk mendapatkan 

keadilan dan mengadvokasi isu-isu kerusakan yang berdampak pada lingkungan. Gereja 

 
48 Hamzah, Metode Penelitian Kepustakaan, 117. 
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dipanggil untuk membela dan merawat kehidupan manusia, baik secara individu maupun 

komunal, serta melindungi bumi dan segala isinya sebagai ciptaan Tuhan. Peran teologi 

advokasi tidak terbatas pada kepedulian spiritual, tetapi juga melibatkan implementasi 

praktis dari nilai-nilai yang dapat mengarah pada tindakan sosial dan ekologis. Lebih jauh 

lagi, gereja dapat memainkan peran strategis dalam advokasi yang memberdayakan 

masyarakat dan membela serta mempertahankan kehidupan. 49  Menurut hemat penulis, 

sekalipun memahami teologi advokasi sebagai sebuah aktualisasi pelayanan yang 

jangkauannya lebih luas dari mimbar-mimbar gereja, namun – dalam pandangan penulis –

penelitian ini justru tidak merumuskan sebuah konsep teologi advokasi ekologi yang 

kontekstual. Dikatakan demikian karena berdasarkan hasil kajian penelitian Kakisina dkk., 

teologi advokasi gereja justru hanya berada pada tataran advokasi litigasi (upaya hukum) 

dan non-litigasi (pendampingan masyarakat, itupun diarahkan pada advokasi litigasi). 

Artinya, konsep teologi advokasi di sini masih bersifat sempit atau terbatas karena hanya 

menekankan upaya hukum, tanpa mengupayakan sebuah konsep teologi advokasi yang 

berbasis pada kekayaan budaya masyarakat setempat. Sekalipun demikian, hasil penelitian 

ini patut diapresiasi karena secara jujur mengakui adanya keterlambatan gereja dalam 

merespons persoalan ekologis yang dialami oleh masyarakat setempat. 50  Bagi penulis, 

kejujuran ini merupakan sebuah “pintu masuk” untuk menelisik konsep advokasi ekologi 

oleh gereja secara lebih mendalam guna mengupayakan sebuah keadilan ekologi yang 

kontekstual. 

Pada tahun 2018 Monike Hukubun menulis sebuah disertasi yang berjudul “Nuhu-

Met sebagai Tubuh Kristus-Kosmis: Perjumpaan Makna Kolose 1:15-20 dengan Budaya 

Sasi Umum di Kei Maluku melalui hermeneutik Kosmis.” 51  Ini adalah sebuah karya 

hermeneutik Perjanjian Baru Kontekstual yang patut diapresiasi. Karya ini lahir sebagai 

wujud keprihatinan terhadap konteks kerusakan ekologis yang semakin parah di kepulauan 

Kei, Maluku Tenggara. Kerusakan tersebut terjadi di lingkungan masyarakat lokal yang 

selama ini menghidupi budaya Sasi, khususnya Sasi Umum untuk melindungi dan 

melestarikan bumi. Atau yang dalam sebutan emiknya: Nuhu Met. Sasi Umum sebagai 

budaya lokal menjadi salah satu sumber berteologi ekologi yang signifikan. Melalui 

hermeneutik kosmis, proses interpretasi atas Kolose 1:15-20 sebagai teks Alkitab dan Sasi 

 
49 Kakisina, dkk., “Teologi Advokasi,” 110-111, 115. 
50 Kakisina, dkk., “Teologi Advokasi,” 122. 
51 Monike Hukubun, “Nuhu-Met Sebagai Tubuh Kristus-Kosmis: Perjumpaan Makna Kolose 1:15-20 dengan 

Budaya Sasi Umum di Kei Maluku melalui Hermeneutik Kosmis” (Disertasi, Universitas Kristen Duta 

Wacana, 2018), xx. Katalog Universitas Kristen Duta Wacana. 
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Umum di Kei, sebagai teks budaya lokal dilakukan untuk menemukan makna-makna teks 

yang baru dan relevan dari kedua teks tersebut, khususnya untuk konteks kerusakan 

lingkungan ekologis.      

Interpretasi teks Kolose 1:15-20 dan Sasi Umum di Kei menghasilkan ekoteologi 

“Nuhu Met sebagai Tubuh Kristus-Kosmis” sebagai inti maknanya yang bersifat metafora. 

Dalam Kolose 1:15-20, keistimewaan Kristus Kosmis yang ditonjolkan dalam himne 

Kristus-Kosmis, justru memperlihatkan kepedulian Allah terhadap kehidupan seluruh 

ciptaan di Nuhu-Met. Kristus-Kosmis memediasi perjumpaan yang liberatif, transformatif 

dan harmonis di antara seluruh ciptaan, dan seluruh ciptaan dengan Allah, melalui mediasi 

tubuhNya. Dalam budaya Sasi Umum di Kei, Nuhu-Met memiliki makna simbolis sebagai 

rumah (rahan) bersama” dan “ibu (renan) kehidupan.” Nuhu-Met memberikan tubuh dan 

seluruh hidupnya untuk memediasi dan menghidupi perjumpaan seluruh ciptaan: manusia 

dan unsur-unsur organisme/anorganisme dan para roh; dan perjumpaan seluruh ciptaan 

dengan Duad Ler-Vuan melalui para leluhur. Perjumpaan kedua makna teks ini melahirkan 

visi-visi eko-teologi kontekstual di mana bumi Nuhu Met: daratan dan lautan, dihormati, 

dipelihara, dan dilestarikan melalui penghayatan pada “tubuh Kristus-Kosmik” yang rela 

berbagi demi kehidupan bersama seluruh ciptaan. 

Patut diakui bahwa kajian hermenutik kosmis dari Hukubun benar-benar 

mengangkat kekayaan budaya lokal untuk mengonstruksi sebuah paradigma hermeneutik 

yang kontekstual. Kajian ini benar-benar membangun kesetaraan (equality) antara eksistensi 

maupun realitas gereja dan kosmos, di mana Kristus-Kosmis adalah kepalanya. Jika 

dihubungkan dengan upaya membangun advokasi ekologi, maka menurut penulis, ini 

merupakan sebuah dasar penting untuk membangun konsep advokasi ekologi pada tataran 

teoretis-hermeneutis (what kind of God). Namun, tentunya kita tidak dapat berhenti pada 

tataran teoretis-hermeneutis semata, melainkan perlu dilanjutkan pada tataran praksis 

bergereja (what kind of church). Dalam konteks ini maka kajian tentang advokasi ekologi 

yang hendak diupayakan penulis dalam penelitian ini kiranya dapat melengkapi buah 

pikiran Hukubun menjadi semakin operatif dalam upaya berteologi kontekstual di Maluku. 

Pada tahun 2024 George Marthen Likumahwa menulis sebuah disertasi yang 

berjudul “Imajinasi Nasionalisme Komunitas Masyarakat Adat Maneo di Kaki Gunung 

Murkele Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah.” 52  Dalam disertasi ini, Likumahwa 

 
52 Disertasi ini menjadi salah satu rujukan utama oleh penulis dalam menganalisis kasus eksploitasi lahan dan 

pembalakan liar (illegal logging) di Desa Maneo, Seram Utara, Maluku Tengah. 
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mengkaji kemunculan imajinasi nasionalisme dari sudut pandang masyarakat marginal yang 

tergabung dalam komunitas Maneo. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa telah terjadi 

upaya manipulasi identitas masyarakat Maneo oleh para oknum/pihak yang memiliki uang 

dan kekuasaan. Bahkan, data penelitian ini juga menunjukkan adanya kolaborasi antara 

pihak pemerintah, para korporasi kapitalis, serta pihak militer (tentara), yang turut 

memainkan peran dalam upaya relokasi masyarakat, termasuk juga dalam hal eksploitasi 

lahan. Dalam konteks ini, maka muncullah sikap resistensi dari pihak masyarakat Maneo 

sebagai wujud mekanisme pertahanan diri (self defense mechanism), namun terkadang 

diartikan sebagai tindakan menantang bangsa dan anti pembangunan. Konsekuensinya, 

teriakan masyarakat Maneo terkait dengan berbagai upaya eksploitasi alam mereka ibarat 

“suara sumbang” yang tidak dipedulikan. Sekalipun demikian, kekuatan masyarakat Maneo 

sebagai sebuah komunitas adat yang memiliki keintiman relasi dengan alam, membuat 

mereka tetap bertahan, sekalipun diterpa berbagai macam persoalan sosio-politik.  

Berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu di atas, penelitian ini hendak 

menyelidiki atau menggali konsep keadilan ekologi (ecojustice) melalui pendekatan 

Bioregional dan Transaksional yang digagas oleh Evanoff. Konsep ini akan digunakan 

sebagai lensa untuk menelisik model advokasi gereja oleh GPM dalam praksis bergereja, 

kemudian dilanjutkan dengan upaya mengontruksi sebuah teologi ekologi yang kontekstual 

bagi GPM sebagai tawaran sebuah model.  

Keadilan ekologi menjadi salah satu wacana dalam menghadapi persoalan kerusakan 

lingkungan sampai hari ini. Konsep keadilan ekologi juga diapungkan sebagai salah satu 

agenda pokok oleh Dewan Gereja Sedunia dalam perkembangan diskursus ekologi oleh 

gereja pada tataran global, regional, maupun lokal. Gagasan ini diharapkan memberikan 

hasil penelitian yang bersifat rekomendatif dan teologis bagi gereja-gereja, secara khusus 

bagi GPM yang bersinergi dengan budaya dalam konteks menggerejanya. Dengan demikian 

secara substantif, penelitian ini bukan merupakan kajian hermeneutik-biblis, melainkan 

sebuah penelitian yang berbasis pada kajian teologi praktis yang mencoba mengupayakan 

sebuah praksis bergereja secara kontekstual. Artinya, tema Keadilan Ekologi dalam 

penelitian ini menjadi “warna dasar” untuk menggali sebuah konsep berteologi kontekstual 

di Maluku dalam hubungannya dengan isu advokasi ekologi, dengan bertolak dari 

problematika krisis ekologi yang berdampak pada alam dan komunitas masyarakat di 

Maluku. Selain itu, penelitian ini berupaya untuk mengelaborasi pendekatan teologi dengan 

disiplin ilmu yang lain, untuk menghasilkan sebuah pemikiran yang konstruktif-restoratif 

bagi upaya pengembangan teologi kontekstual yang konkret. 
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Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Kerangka Teori 

7.1. Strategi Keadilan Ekologi (Ecojustice) menurut Willis Jenkins 

Keadilan ekologi (ecojustice) merupakan konsep penting dalam menjawab 

tantangan lingkungan hidup yang semakin kompleks dan mendesak. Dalam era modern ini, 

degradasi lingkungan seperti deforestasi, pencemaran, perubahan iklim, dan hilangnya 

keanekaragaman hayati berdampak langsung pada keberlanjutan kehidupan manusia dan 

makhluk hidup lainnya. Keadilan ekologi (ecojustice) menekankan pentingnya 

mengintegrasikan keadilan sosial dengan kelestarian lingkungan, mengingat bahwa dampak 

buruk kerusakan lingkungan sering kali paling dirasakan oleh kelompok rentan, seperti 

masyarakat adat, kaum miskin, dan generasi mendatang. Dengan demikian, keadilan 

ekologi tidak hanya berbicara tentang pelestarian alam, tetapi juga memastikan distribusi 

sumber daya dan dampak pembangunan yang adil. 

Keadilan ekologi melibatkan gerakan sosial, gerakan keagamaan, termasuk gereja 

yang mewartakan keadilan bagi yang lemah. Strategi keadilan lingkungan kemudian 

mengembangkan cara bagi gereja-gereja Kristen untuk mengenali nilai alam dan 

menanggapi tekanan ekologis dari dalam komitmen pastoral yang ada. Selain itu, ketika hal 

itu dilakukan, itu memungkinkan gereja untuk secara kritis menyesuaikan kembali dan 

mengarahkan kembali wacana “pembangunan berkelanjutan” yang berpengaruh, 

mengukurnya dengan keadilan ekonomi dan keutuhan ekologis. Dengan secara luas 

Keadilan Ekologi 

Konstruksi Teologi 

Kontekstual (Dusun) 

Advokasi Ekologi GPM 

Paradigma Bioregional 

dan Transaksional 

1. Keberlanjutan Ekologi dengan 

Pengakuan Nilai Intrinsik Alam 

2. Keadilan Sosial dalam konteks 

Interaksi Lintas Budaya 

3. Kesejahteraan Manusia dengan 

Solidaritas yang Membebaskan 

4. Sakralisasi Alam sebagai Wujud 

Kehadiran Allah 
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mengacu pada visi hubungan yang benar dalam penciptaan, keadilan lingkungan 

menegaskan kedudukan alam dalam upaya Kristen yang berkelanjutan menuju komunitas 

manusia yang berkembang.53 

Jenkins mendasarkan analisisnya tentang keadilan ekologi (ecojustice) pada hasil 

penelitian dari Laurel Kearns tentang bagaimana teologi publik mengembangkan 

rasionalitas praktis mereka sendiri untuk isu-isu lingkungan. Pengamatannya menemukan 

“tiga ‘etika’ atau ‘model’ yang didefinisikan secara luas yang muncul di antara para 

pendukung organisasi teologi lingkungan Kristen di Amerika Serikat,” yang 

diidentifikasikannya sebagai keadilan ekologi (ecojustice), penatalayanan Kristen 

(Christian stewardship), dan spiritualitas penciptaan (creation spirituality).54 

Jenkins menjelaskan bahwa teologi keadilan ekologi (ecojustice theology) 

cenderung bersandar pada pandangan pengudusan (sanctification) di mana anugerah 

menerangi integritas ciptaan. Teologi penatalayanan bergantung pada kiasan penebusan 

(redemption), di mana perjumpaan dengan Allah menciptakan tanggung jawab panggilan 

untuk merawat ciptaan. Sementara apa yang disebut Jenkins sebagai “spiritualitas ekologis” 

adalah tema-tema yang sesuai dengan tema-tema pengilahian (deification), di mana 

kreativitas pribadi membawa seluruh ciptaan ke dalam karunia persatuan dengan Allah.55 

Ketiga strategi praktis yang dibahas Jenkins dalam etika lingkungan ini sangat mewakili 

tradisi gereja utama yakni Katolik Roma, Protestan, dan ortodoks timur. Komunitas 

protestan garis utama dan katolik Roma cenderung membuat argument Keadilan 

lingkungan.56 

Menurut Jenkins, keadilan ekologi (ecojustice) adalah konsep yang 

mengintegrasikan dimensi keadilan sosial dan ekologi, dengan fokus pada hubungan antara 

kerusakan lingkungan dan ketidakadilan sosial. Jenkins menyoroti bahwa eksploitasi 

lingkungan sering kali berjalan seiring dengan marginalisasi kelompok rentan, seperti 

masyarakat adat, komunitas miskin, dan mereka yang kurang berdaya menghadapi 

perubahan lingkungan. Keadilan ekologi (ecojustice), dalam pandangan Jenkins, bukan 

hanya soal pelestarian alam, tetapi juga memastikan bahwa distribusi dampak dan manfaat 

lingkungan berlangsung secara adil, baik antar kelompok sosial saat ini maupun antar 

 
53 Jenkins, Ecologies of Grace, 63. 
54 Jenkins, Ecologies of Grace, 18. 
55 Jenkins, Ecologies of Grace, 19. 
56 Jenkins, Ecologies of Grace, 18. 
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generasi. Konsep ini mengarahkan pada pendekatan holistik yang mencakup perlindungan 

hak asasi manusia, keadilan intergenerasional, dan keberlanjutan ekologi. 

Mengacu pada uraian Jenkins dalam Ecologies of Grace, maka keadilan ekologi 

(ecojustice) secara umum dikonstruksi dari beberapa pokok pikiran, antara lain: (1) keadilan 

ekologi (ecojustice) berhubungan dengan pengakuan dan penghargaan terhadap nilai 

instrinsik alam; (2) keadilan ekologi (ecojustice) berhubungan dengan adanya rasa 

solidaritas dengan mereka yang tertindas dan terpinggirkan; (3) keadilan ekologi 

(ecojustice) sebagai wujud pengudusan alam; dan (4) keadilan ekologi (ecojustice) sebagai 

wujud hubungan partisipatif dan integritas ciptaan sebagai wujud citra Allah. Uraian Jenkins 

tentang pokok-pokok pikiran di atas sesungguhnya merupakan hasil elaborasi gagasan dari 

para ahli misalnya Holmes Rolston, James Gustafson, James Nash, Larry Rasmussen, 

Jürgen Moltmann, maupun Thomas Aquinas. Dalam menguraikan pemikiran para ahli ini, 

banyak digunakan metafora-metafora penyelamatan yang menarik tentang “ekologi 

anugerah” (ecologies of grace).57 

Peta lapangan Jenkins menggunakan penelitian sosiologis Kearns sebagai bukti awal 

dari tiga strategi pastoral untuk membuat kehidupan di bumi dan hidup dengan usaha 

bersama yang dilakukan Allah. Mendengarkan Sittler dan Davies, Jenkins memilah-milah 

etika lingkungan Kristen dengan cara mereka menggambar konsep-konsep rahmat untuk 

mengikat usaha-usaha itu bersama. Mengikuti pelajaran yang dipetik dari 

environmentalisme Afrika yang inovatif, Jenkins melihat bagaimana metafora keselamatan 

membimbing pembentukan strategi Kristen yang praktis. Membaca etika lingkungan 

sekuler, Jenkins kemudian membuat sketsa hubungan strategi Kristen dengan rekan-rekan 

non-teologis. Jika isyarat kartografi ini disatukan, tradisi rahmat berfungsi sebagai penanda 

strategi praktis dalam etika lingkungan Kristen. 

Bagi Jenkins pembaca dapat mengamati bahwa ketiga strategi soteriologis ini 

tampaknya mewakili tiga tradisi gerejawi utama: Katolik Roma, Protestan, dan Ortodoksi 

Timur, untuk ecojustice (pengudusan), kepengurusan (penebusan), dan masing-masing 

spiritualitas ekologis (pendewaan). Ada beberapa korespondensi antara komunitas teologis 

yang secara khas membuat beberapa jenis argumen lingkungan dan anggapan tentang 

rahmat yang berdiri di belakang argumen itu. Komunitas Protestan dan Katolik Roma arus 

utama cenderung membuat argumen keadilan lingkungan (ecojustice); Protestan evangelis 

cenderung membuat argumen penatalayanan (stewardship); Komunitas-komunitas 

 
57 Jenkins, Ecologies of Grace, 22. 



26 
 

Ortodoks Timur cenderung membuat apa yang saya sebut argumen spiritualitas ekologis 

(ecological spirituality). Tetapi ini hanya kecenderungan, perkiraan Jenkins karena 

komunitas-komunitas itu cenderung memahami rahmat (grace) dan keselamatan (salvation) 

dengan cara yang berbeda. 

Tujuan Jenkins secara keseluruhan adalah untuk memetakan keragaman etika 

lingkungan hidup Kristen, menjelaskan pola, kapasitas, dan tantangannya, dan untuk 

mengundang etika lingkungan hidup Kristen ke dalam diskursus yang lebih intens pada 

ranah teologis. Jenkins hendak menggambarkan strategi etis ini masing-masing, tanpa 

bermaksud untuk mengistimewakan salah satu, atau untuk berargumen di sini bahwa satu 

gagasan tentang anugerah menyediakan sumber daya yang lebih memadai daripada yang 

lain untuk membangun sebuah etika lingkungan.58 

Pembahasan Strategi keadilan yang berpihak pada lingkungan dengan maksud 

menata etika lingkungan Kristen di sekitar teologi melalui konsep penciptaan. Tujuannya, 

mengikuti strategi sekuler tentang posisi alam (nature’s standing), dengan memperjelas 

posisi moral alam di dalam pengalaman Kristen. Menyinggung tentang rahmat sangat 

membantu pembahasan keadilan lingkungan meraih strategi teologis praktis yang 

mengubah strategi sekuler, melalui penghargaan terhadap alam sebagai bagian integral dari 

hidup bersama Tuhan. Keadilan lingkungan memberi ruang bagi pendekatan formal atas 

masalah lingkungan dalam komitmen gerejawi untuk masalah kemanusiaan seperti 

kemiskinan, ketidakadilan sosial, dan penyakit. 

 

7.2. Paradigma Bioregional dengan Pendekatan Transaksional dari Richard Evanoff  

Terhadap realitas di atas Evanoff mengusulkan Paradigma Bioregional dengan 

Paradigma Transaksional menyikapi dominasi pembangunanan dan ekonomi global yang 

berpusat pada elite politik maupun elite ekonomi, yang cenderung tidak mendengar suara 

masyarakat lokal dan mewadahi kepentingan mereka sesuai harapan. Paradigma 

Bioregional adalah model yang memperluas cakupan kepedulian moral di luar diri sendiri 

hingga mencakup komunitas dan lingkungan. Paradigma Bioregional menyarankan agar 

masyarakat mendapatkan kembali kemampuan mereka untuk mengelola urusan lokal 

mereka sendiri dan memutuskan secara demokratis bagaimana hubungan global harus 

dilakukan. Agar respons ini efektif, perlu lebih dulu melakukan upaya reformis yang hanya 

 
58 Jenkins, Ecologies of Grace, 24. 
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melobi lembaga-lembaga yang ada atau mencoba menjadikan mereka lebih akuntabel.59 

Bioregional didasarkan pada desentralisasi kekuasaan politik dan ekonomi demi 

kepentingan non-elite, menawarkan dan menentang sentralisasi kekuasaan pengambilan 

keputusan di tangan negara dan elit pemerintah (seperti halnya sosialisme) atau di tangan 

swasta. Singkatnya, Paradigma Bioregional ditekankan Evanoff sebagai upaya “bertindak 

secara lokal, berinteraksi secara global.” Paradigma Bioregional menempatkan kekuasaan 

pengambilan keputusan tertinggi di tangan masyarakat lokal yang dapat dikonfederasikan 

pada tingkat yang tepat untuk menangani isu-isu dan permasalahan yang bersifat 

transkomunal.60 Evanoff kurang setuju dengan rumusan-rumusan etis mengenai lingkungan 

hidup atau ekologi yang dianggap berlaku universal, melainkan cenderung mengutamakan 

kepentingan regional. Dalam bahasa populer, Evanoff lebih cenderung kontekstual daripada 

global, namun tidak berarti bahwa Evanoff anti-globalisasi. Jadi, substansi pemikiran 

Evanoff diistilahkan Singgih sebagai “glocal” (sekaligus global dan lokal).61 

Pendekatan Transaksional menghubungkan tiga unsur yakni: manusia, masyarakat 

dan alam. Dalam perspektif ini, realitas ekologi tidak dilihat sebagai entitas tunggal sebatas 

studi ekologi, terisolir dari unsur manusia maupun masyarakat, sebaliknya saling berjejaring 

dan berinteraksi secara harmonis. Dalam hubungan dialektis ketiga unsur tersebut, Evanoff 

memperkenalkan etika Bioregional yang berbasis tiga argumen dasar, yaitu: (1) 

Mempromosikan keberlanjutan ekologi dalam prinsip kecukupan demi perkembangan 

kehidupan manusia dan non manusia. (2) Mencapai keadilan sosial di dalam dan di antara 

budaya. (3) Memaksimalkan kesejahteraan dalam prinsip penyediaan kebutuhan material 

individu dan keseluruhan. Ketiga prinsip tersebut menjadi “visi penuntun” berbasis pada 

dua tugas utama yaitu: pertama, memelihara area sumber daya alam dan melindungi bentuk 

kehidupan ekosistemnya. Pemeliharaan sumber daya alam, terkait unsur estetika maupun 

nilai rekreasional lingkungan sehingga tidak tereduksi keberagaman eksosistemnya. 

Sementara aspek kedua menekankan bahwa hewan tidak boleh dipakai sebagai instrumen 

saintifik apalagi direduksi nilai keberagamannya. Sederhananya, dalam prinsip 

Transaksional, hubungan ketiganya bukan hierarkis dan dominatif, sebaliknya berjejaring 

dan egaliter saling menghidupkan.62 

 
59 Evanoff, Bioregionalism and Global Ethics, 193. 
60 Evanoff, Bioregionalism and Global Ethics, 193 
61 Singgih, Pengantar Teologi Ekologi, 221. 
62 Evanoff, Bioregionalism and Global Ethics, 1-3, 33-38. 



28 
 

Evanoff mengusulkan pentingnya dialog antar seluruh budaya yang jauh lebih luas 

dan terbuka dengan tidak hanya melibatkan elit global dan pemerintah tetapi juga elit lokal 

sebagai manifestasi dari masyarakat lokal bahkan jika perlu masyarakat lokal secara 

langsung, apalagi dalam konteks Indonesia menghadapi masalah kemiskinan, ketimpangan 

dan lingkungan yang persisten degradasi. Dengan bentuk kontekstualisasi adat yang 

mewujud dalam pandangan hidup masyarakat juga mengacu pada nilai-nilai universal yang 

ditemukan dalam setiap kebudayaan.63 

 

7.3. Implikasi Teoretis bagi Penegakan Advokasi Ekologi oleh Gereja 

DGD menyoroti apa yang disebut keadilan ekologis (ecological justice), yakni 

keadilan yang menekankan pentingnya harmoni antara alam (bumi) dan manusia dalam 

rangka sustainable life; sebagaimana tampak dalam Statement on Eco-Justice and 

Ecological Debt (2009): “…. human existence is utterly dependent on a healthy functioning 

earth system, both the human population and the human ecology cannot grow much more 

without irreversibly andangerring the survival of other life forms.64  Di sini hak hidup 

manusia (ekonomi, sosial dan budaya) adalah bagian dari ekosistem yang sehat, mengingat 

keduanya saling berhubungan; alam (bumi) bukanlah objek di luar relasi antar manusia, 

melainkan bagian dari relasi tersebut. Posisi ini menjadi pijakan bagi eco-justice ethics yang 

menekankan arah yang adil secara sosial dan tepat secara ekologis. 

Dalam rangka mengupayakan relasi yang tepat dan adil antara manusia, segala 

makhluk, dan alam (bumi), sustainabilitas menjadi pijakan. Dalam konteks itu gereja perlu 

mengkritisi kebijakan politik (policy), model produksi (ekonomi), pola konsumsi dan 

worldview (termasuk teologi) untuk memastikan keberlangsungan hidup yang adil secara 

sosial dan tepat secara ekologis bagi generasi masa kini maupun masa depan. 

Dalam konteks ini, DGD menekankan pentingnya transformasi yang radikal pada 

semua level untuk memulihkan relasi manusia dan alam (bumi) sebagaimana dikutip oleh 

Albertus Patty sbb:  

….the need for a drastic transformation at all levels in life nd society … and restoring right 

relationship between peoples and the earth. This warrants a re-ordering of economic 

paradigms from consumerist, exploitive models to models that are respectful of localized 

economies, indigenous cultures and spiritualities, the earth’s repsoductive limits, as well as 

the right of other life forms to blossom. (perlunya transformasi drastis di semua tingkatan 

dalam kehidupan dan masyarakat... dan memulihkan hubungan yang benar antara manusia 

 
63 Evanoff, Bioregionalism and Global Ethics, 24. 
64 WCC, “Statements on eco-justice and ecological debt,” 

https://www.oikoumene.org/en/resources/documentsicentral-committee/2009/report-on 

publicissueststatement-on-eco-justice-and-ecological-debt.  
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dan bumi. Hal ini memerlukan penataan ulang paradigma ekonomi dari model 

konsumerisme dan eksploitatif menjadi model yang menghormati ekonomi lokal, budaya 

dan spiritualitas masyarakat adat, batas-batas repsoduktif bumi, serta hak-hak bentuk-

bentuk kehidupan lain untuk berkembang).65 

 

Papaparan di atas hendak menegaskan bahwa penegakan advokasi ekologi 

merupakan dimensi esensial dari panggilan profetis gereja dalam mewujudkan keadilan, 

perdamaian, dan kelestarian ciptaan, sebagaimana diartikulasikan dalam tradisi teologi 

Kristen. Gereja memiliki tanggung jawab etis dan spiritual yang melekat untuk melindungi 

lingkungan hidup, tidak semata sebagai wujud solidaritas terhadap kelompok rentan, seperti 

masyarakat adat dan komunitas marjinal lainnya, tetapi juga sebagai perwujudan mandat 

teologis untuk menjaga integritas ciptaan. Dalam konteks krisis ekologi global, gereja 

dituntut untuk memainkan peran signifikan sebagai advokat keadilan ekologis yang 

melawan eksploitasi lingkungan, mempromosikan etika keberlanjutan, dan mengarahkan 

umatnya untuk mengadopsi praktik-praktik yang selaras dengan nilai-nilai keberlanjutan, 

baik di lingkup internal gereja maupun dalam intervensi publik. 

 

8. Sistematika Penulisan 

Pembahasan tentang topik Keadilan Ekologis dalam disertasi akan dilakukan dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut:  

Bab I: Pendahuluan. Bagian ini menyajikan kerangka utama studi, antara lain: latar 

belakang masalah; penulis membahas pokok pikiran yang mendorong penelitian ini dengan 

argument mengapa konsep Keadilan Ekologi menurut Willis Jenkins  serta 

mengolaborasikan dengan pendekatan Bioregional dan Transaksional yang 

mengembangkan idea penulis untuk berkontribusi melalui penulisan ini; Pertanyaan 

Penelitian; Tujuan dan Manfaat Penelitian; Metode Penelitian yang digunakan sebagai 

penuntun dalam proses penulisan  yakni literature research; Judul Penelitian; Penelitian 

Terdahulu yang bertujuan menunjukkan posisi penulis dan substansi penulisan ini dengan 

membedakan dari penelitian-penelitian sebelumnya; Kerangka Teori, dan yang terakhir 

Sistematika Penulisan. 

Bab II:  Ekologi Maluku dan Upaya Advokasi Ekologi oleh Gereja Protestan 

Maluku. Bagian ini membahas tentang Krisis Ekologi di Maluku dan Upaya Advokasi 

 
65 Albertus Patty, “Teologi Sosial: Lingkungan Hidup, Kemiskinan, HAM,” dalam Berteologi Dari Ruang 

Keberagaman: Prosiding Studi Teologi GPIB 2016-2017 (Jakarta: BPK Gunung Mulia dan Gereja Protestan 

di Indonesia bagian Barat, 2017), 255. 



30 
 

Ekologi yang menyoroti beberapa aspek antara lain: Konteks GPM sebagai Pijakan 

Membangun Konsep Teologi Ekologi; Jejak Advokasi Ekologi oleh GPM; Advokasi 

Ekologi oleh GPM; Belajar dari Gerakan #SaveAru sebagai Upaya Memperjuangkan 

Keadilan Ekologi di Bumi Jargaria; kemudian diakhiri dengan Meneropong Realitas Krisis 

Ekologi dalam Wilayah GPM teristimewa di Lurang (Maluku Barat Daya), Maneo (Maluku 

Tengah), dan Tolong (Maluku Utara). 

Bab III: Urgensi Keadilan Ekologi Berbasis Paradigma Bioregional dengan 

Pendekatan Transaksional Bagi Upaya Advokasi Ekologi. Bagian ini secara khusus 

menguraikan tentang Keadilan Ekologi (Ecojustice) dari Willis Jenkins, kemudian 

Paradigma Bioregional dengan Pendekatan Transaksional dari Richard Evanoff, serta teori-

teori yang mengitarinya. 

Bab IV: Menuju Teologi Advokasi Ekologi yang Kontekstual. Bagian ini merupakan 

Analisis terhadap proses Advokasi Ekologi oleh GPM, juga mengkaji sintesis teori Jenkins 

dan Evanoff bagi Advokasi Ekologi GPM. Kemudian di bagian akhir penulis berupaya 

untuk mengontruksi sebuah model berteologi yang kontekstual bagi GPM dalam upaya 

Advokasi Ekologi. Substansi pembahasan akan diarahkan pada pokok tentang Dusun 

sebagai Model Teologi Advokasi Ekologi dalam konteks GPM. 

Bab V: Penutup. Bagian ini terdiri dari (1) Kesimpulan, yang menguraikan simpulan 

hasil penelitian, serta (2) Saran, yang berisi pikiran-pikiran rekomendatif bagi aktualisasi, 

pemanfaatan, serta pengembangan riset ini selanjutnya. 
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BAB V 

P E N U T U P 

 

 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan keseluruhan uraian dalam penelitian ini, maka pokok-pokok pikiran 

yang dapat ditarik sebagai kesimpulan adalah sbb: 

 

1.1. Keterbatasan Advokasi Ekologi oleh GPM 

Gereja Protestan Maluku (GPM) memiliki peran strategis dan potensi besar dalam 

isu advokasi ekologi, mengingat konteks geografis Maluku yang terdiri dari pulau-pulau 

kecil dengan kerentanan ekologis yang tinggi. Secara teologis, GPM telah menyadari 

panggilan gereja untuk berperan aktif dalam menjaga keutuhan ciptaan, sebagaimana 

terlihat dalam berbagai dokumen resmi sinode dan upaya advokasi yang pernah dijalankan. 

Namun, implementasi advokasi ekologi oleh GPM sejauh ini belum optimal dan masih 

menghadapi berbagai tantangan yang mendasar, antara lain: 

 

a. Fragmentasi dan Parsialitas dalam Advokasi 

Upaya advokasi ekologi yang dilakukan oleh GPM cenderung bersifat parsial dan 

reaktif, bukan bersifat holistik dan proaktif. Hal ini dapat dilihat dalam upaya advokasi 

dalam kasus eksploitasi lahan dan pertambangan di Lurang, Maneo, dan Tolong. Advokasi 

sering muncul sebagai respon terhadap kasus-kasus tertentu yang sedang menjadi sorotan 

publik, seperti gerakan #SaveAru. Meski langkah-langkah tersebut penting dan patut 

diapresiasi, pendekatan yang reaktif ini belum mampu menyentuh akar persoalan ekologi 

yang bersifat struktural, sistemik, dan jangka panjang. Advokasi yang parsial ini juga 

tampak dalam pendekatan GPM yang seringkali terbatas pada ranah litigasi atau 

pendampingan hukum saja. Meski langkah hukum memiliki peran signifikan dalam 

melawan eksploitasi dan kerusakan lingkungan, pendekatan ini belum menyentuh aspek 

transformasi kesadaran ekologi di tingkat komunitas lokal maupun institusional gereja. 

 

b. Minimnya Integrasi Nilai Ekologis dalam Teologi dan Pelayanan  

Keterbatasan advokasi ekologi oleh GPM juga dari temuan data yang ada meliputi: 

Pertama, belum terintegrasinya nilai-nilai ekologis ke dalam program-program pelayanan 
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gereja secara menyeluruh. Kedua, dalam Liturgi dan Ibadah: Meskipun sudah ada upaya 

mengangkat tema lingkungan dalam ibadah, hal ini masih bersifat seremonial dan belum 

menjadi bagian integral dari spiritualitas gereja. Penghayatan teologi lingkungan belum 

sepenuhnya membentuk kesadaran iman jemaat untuk bertindak secara ekologis. Ketiga, 

minimnya pengetahuan dan peran pelayan gereja tentang isu lingkungan. Program dan 

materi-materi ekologis dalam hal ini materi tentang keadilan ekologis dan panggilan gereja 

untuk menjaga keutuhan ciptaan masih dianggap sebagai isu tambahan, bukan isu inti dalam 

pendidikan teologi. Akibatnya, calon pemimpin gereja belum memiliki pemahaman dan 

keterampilan yang memadai dalam mengelola isu-isu lingkungan. 

 

c. Tantangan Struktural dan Kultural 

Advokasi ekologi oleh GPM juga menghadapi tantangan struktural dan kultural. 

Tantangan Struktural dalam hal ini GPM memiliki rentang kendali pelayanan yang luas, 

meliputi pulau-pulau terpencil dan beragamnya masalah ekologi menjadi tantangan serius 

dalam menjalankan advokasi yang efektif. Keterbatasan sumber daya manusia, pendanaan, 

serta koordinasi antar-klasis dan jemaat semakin memperumit implementasi program 

advokasi. 

Sedangkan Tantangan Kultural, maksudnya di satu sisi, kearifan lokal seperti konsep 

Dusun Dati dan lainnya memiliki potensi besar sebagai model advokasi ekologis. Namun, 

modernisasi dan pengaruh ekonomi global telah merusak sistem nilai budaya ini. Gereja 

sering kali gagal memanfaatkan kekayaan budaya lokal sebagai landasan teologi dan praktik 

advokasi yang kontekstual. 

 

d. Kurangnya jejaring dan Kolaborasi Multi-Pihak 

Advokasi ekologi yang dilakukan oleh GPM cenderung berjalan sendirian, dengan 

minimnya kolaborasi yang sistematis bersama pemerintah, organisasi masyarakat sipil 

(OMS), akademisi, dan komunitas lokal. Padahal, isu lingkungan bersifat kompleks dan 

memerlukan pendekatan kolaboratif lintas-sektor. Minimnya sinergi ini menyebabkan 

gerakan advokasi oleh GPM tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk memengaruhi 

kebijakan publik atau mendorong perubahan yang lebih luas. Sebenarnya kolaborasi dengan 

pemerintah sudah dijalankan, namun terkadang posisi pemerintah dalam proses advokasi ini 

serba dilematis. Dikatakan demikian karena pemerintah memang menjadi salah satu garda 

terdepan dalam proses advokasi, namun realitas faktual membuktikan bahwa pemerintah 

cenderung ”permisif” terhadap berbagai kebijakan yang cenderung memberikan kebebasan 
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kepada pihak korporasi kapitalis untuk melakukan eksploitasi terhadap hak-hak masyarakat 

”atas nama pembangunan.”  

 

e. Rendahnya Kesadaran Jemaat terhadap Isu Ekologi 

Kesadaran jemaat akan pentingnya menjaga lingkungan masih relatif rendah. Hal ini 

disebabkan oleh berbagai faktor, seperti: Pemahaman teologi jemaat yang cenderung masih 

bersifat antroposentris, yakni menganggap manusia sebagai pusat ciptaan, yang 

mengakibatkan relasi yang eksploitatif terhadap alam; Keterbatasan edukasi ekologi, yakni 

gereja belum secara sistematis memberikan pendidikan ekologi yang berkelanjutan kepada 

jemaat; dan Tekanan ekonomi, yakni kondisi ekonomi jemaat yang masih bergantung pada 

eksploitasi sumber daya alam sering kali menjadi kendala utama dalam upaya advokasi 

ekologi. 

 

1.2. Kontribusi Pemikiran Jenkins dan Evanoff 

Pemikiran ecojustice Willy Jenkins dan pendekatan bioregional serta transaksional 

dari Richard Evanoff memberikan kontribusi signifikan dalam membangun teologi advokasi 

ekologi yang kontekstual. Kedua perspektif ini menekankan pentingnya keadilan ekologi 

yang mencakup relasi yang harmonis antara manusia, alam, dan kosmos. 

Jenkins menekankan bahwa keadilan ekologis (ecojustice) bukan hanya tentang 

pelestarian lingkungan, tetapi juga tentang pemulihan relasi yang rusak antara manusia dan 

ciptaan lainnya. Pandangan ini menempatkan manusia sebagai bagian dari ekosistem yang 

lebih luas, bukan sebagai penguasa yang mengeksploitasi alam. Prinsip ini relevan dalam 

konteks advokasi GPM karena krisis ekologi di Maluku mengakibatkan ketimpangan 

struktural dan kerusakan lingkungan yang menekan komunitas lokal. 

Evanoff menekankan pentingnya menghormati batas-batas ekologis dan budaya 

yang khas di setiap wilayah (bioregion). Pendekatan ini menggarisbawahi perlunya upaya 

pelestarian yang bertumpu pada kearifan lokal dan karakteristik lingkungan. Dalam konteks 

Maluku, pendekatan bioregional memberikan dasar bagi GPM untuk menghidupkan 

kembali tradisi budaya seperti Dusun atau Dusung, yang mencerminkan relasi harmonis 

antara manusia dan alam. 

Sementara itu, pendekatan  Transaksional mengusulkan dialog dan kolaborasi antara 

berbagai pihak—masyarakat lokal, pemerintah, dan gereja—untuk menemukan solusi yang 

adil dan berkelanjutan terhadap krisis ekologi. Dalam advokasi ekologi oleh GPM, 

pendekatan ini dapat mendorong sinergi antara pemangku kepentingan dalam mengatasi 
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eksploitasi lingkungan secara struktural. 

Berdasarkan kajian terhadap konsep keadilan ekologi (ecojustice) dari Jenkins serta 

Paradigma Bioregional dengan Pendekatan Transaksional dari Evanoff, dihasilkanlah 

sintesis pemikiran antara Jenkins dan Evanoff, yang mencakup antara lain: (1) 

Keberlanjutan Ekologi dengan Pengakuan dan Penghargaan terhadap Nilai Intrinsik Alam, 

(2) Keadilan Sosial dalam konteks Keterbukaan terhadap Interaksi Lintas Budaya; (3) 

Meningkatkan Kesejahteraan Manusia dengan Membangun Solidaritas yang 

Membebaskan, dan (4) Sakralisasi Alam sebagai Wujud Kehadiran Allah. 

Sintesis pemikiran Jenkins dan Evanoff memungkinkan terbentuknya model 

advokasi ekologi yang: 

a. Holistik: Mengintegrasikan keadilan ekologis, keadilan sosial, dan keberlanjutan 

lingkungan. 

b. Kontekstual: Berakar pada budaya lokal Maluku dengan menghormati kearifan tradisi 

seperti Dusun Dati. 

c. Transformasional: Mengajak gereja, masyarakat, dan pemerintah untuk berkolaborasi 

dalam menjaga integritas ciptaan sebagai panggilan iman. 

 

Dengan demikian, pemikiran Jenkins dan Evanoff tidak hanya memperkaya dasar 

teologis GPM, tetapi juga memberikan landasan praktis dalam mewujudkan advokasi 

ekologi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. 

 

1.3. Dusun sebagai Model Teologi Ekologi Kontekstual 

Konsep “Dusun” atau “Dusung” dalam budaya Maluku menawarkan model teologi 

advokasi ekologi berbasis kearifan lokal. Dusun merepresentasikan relasi harmonis antara 

manusia dan alam dalam semangat keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Pendekatan 

ini relevan untuk mengembangkan advokasi ekologi yang berakar pada budaya lokal. 

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang terkandung pada kearifan lokal 

dimaksud, antara lain: 

 

a. Dusun sebagai Warisan Leluhur 

Dusun adalah sebuah bentuk kepemilikan lahan pertanian yang sudah ada sejak zaman para 

moyang-moyang (leluhur). Kepemilikan Dusun bersifat tetap dalam keluarga dan berlaku 

turun-temurun lintas generasi. Dengan demikian, Dusun mencerminkan eksistensi sosial-
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kultural masyarakat yang menggambarkan pergulatan kehidupan mereka untuk tetap 

bertahan (survive). Pada tataran ini Dusun bukan semata-mata objek kepemilikan, 

melainkan nilai-nilai Dusun melahirkan rasa hormat kepada Yang Ilahi dan para leluhur 

sekaligus membentuk militansi masyarakat untuk berjuang dalam kebersamaan sebagai 

sebuah komunitas untuk menjalani kehidupan. Dengan demikian maka Dusun tidak boleh 

dieksploitasi secara berlebihan atau dijual kepada pihak lain yang tidak berhak, karena 

tindakan tersebut dianggap melanggar norma adat-istiadat, sekaligus dapat menimbulkan 

konflik di tengah masyarakat.     

 

b. Relasi Harmonis Manusia dan Alam 

Dalam budaya Dusun, alam dipandang sebagai bagian dari kehidupan manusia yang 

tidak terpisahkan. Relasi ini bukan sekadar utilitarian yang mengeksploitasi sumber daya 

alam tetapi juga bersifat sakral dan penuh tanggung jawab. Manusia memiliki peran sebagai 

penjaga (steward) yang harus merawat dan melestarikan alam demi keberlanjutan hidup 

bersama. 

 

c. Prinsip Keberlanjutan dan Kelestarian Lingkungan 

Dusun menekankan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan dengan 

prinsip “ambil seperlunya, bukan sebanyak-banyaknya.” Praktik ini mencerminkan 

pemahaman yang mendalam tentang keterbatasan ekosistem dan pentingnya menjaga 

keseimbangan lingkungan untuk generasi mendatang. 

 

d. Dimensi Teologis dan Advokasi Ekologi 

▪ Teologi Kontekstual: Tradisi Dusun merefleksikan nilai-nilai teologis yang 

kontekstual, di mana iman diwujudkan dalam tindakan konkret menjaga ciptaan. 

Dengan menghidupkan kembali tradisi ini, GPM dapat membangun teologi ekologi 

yang berakar pada realitas lokal dan nilai-nilai budaya Maluku. 

▪ Advokasi Ekologi: Konsep Dusun menyediakan kerangka praktis untuk advokasi 

lingkungan yang melibatkan komunitas lokal, gereja, dan pihak terkait. Pendekatan ini 

bersifat dialogis dan kolaboratif, sejalan dengan pendekatan transaksional Richard 

Evanoff. 
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1.4. Relevansi Konsep Dusun di Tengah Krisis Ekologi 

Di tengah maraknya eksploitasi sumber daya alam dan krisis lingkungan di Maluku, 

model Dusun menjadi solusi kontekstual untuk: 

▪ Mengatasi praktik perampasan lahan (land grabbing) dan eksploitasi lingkungan yang 

merusak tatanan sosial dan ekosistem. 

▪ Memberdayakan masyarakat adat sebagai aktor utama dalam pelestarian lingkungan 

melalui tradisi dan kearifan lokal. 

▪ Mengintegrasikan advokasi ekologi dengan kehidupan sehari-hari jemaat GPM di 

Maluku, sehingga gereja menjadi fasilitator perubahan menuju keadilan ekologi. 

 

Dengan demikian, Dusun tidak hanya merepresentasikan relasi harmonis antara 

manusia dan alam, tetapi juga menjadi model konkret teologi advokasi ekologi yang 

berkelanjutan dan kontekstual. Melalui pendekatan ini, GPM dapat memainkan peran 

profetisnya dalam merawat ciptaan Tuhan dan memperjuangkan keadilan ekologis di tengah 

realitas krisis lingkungan di Maluku. 

Sintesis antara pendekatan ekologis tradisional (seperti Dusun) dengan pendekatan 

modern menjadi kunci untuk menjawab tantangan ekologi dalam konteks globalisasi. 

Integrasi ini dapat memperkuat upaya advokasi GPM di tingkat lokal, nasional, dan global. 

 

2. Rekomendasi 

Berdasarkan pada kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka beberapa pokok 

pikiran yang dapat dijadikan sebagai saran-saran konstruktif, sekaligus direkomendasikan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

2.1. Bagi Gereja Protestan Maluku 

1. Penguatan Program Advokasi Ekologi 

Gereja Protestan Maluku (GPM) perlu menetapkan program-program bersifat 

pengajaran, penyadaran dan penghayatan  nilai-nilai ekologi dalam setiap level gereja. 

Memperhatikan pengembangan konten pendidikan teologi, liturgi, dan pelayanan gereja. 

Hal ini penting karena advokasi ekologi bukan hanya tugas sosial, melainkan panggilan 

profetik yang menuntut komitmen penuh gereja sebagai wujud iman dalam merawat ciptaan 

Tuhan. beberapa hal dapat dilakukan, yaitu: (1) menginternalisasi materi-materi ekologi 

dalam kurikulum pada pendidikan formal miliki gereja di setiap jenjang, dan seminar-

seminar oleh gereja sesuai perencanaan/program yang ada. (2) Melakukan studi kontesktual: 



244 
 

Mendorong penelitian dan kajian teologis yang berfokus pada kearifan lokal seperti Dusun 

sebagai model teologi advokasi ekologi. (3) Menjalankan Pelatihan Praktis bagi pemimpin 

gereja dan jemaat tentang praktik pelestarian lingkungan berbasis iman Kristen. 

 

2. Pembaruan Liturgi dan Ibadah yang Ramah Lingkungan 

Liturgi dan ibadah gereja memiliki kekuatan besar untuk membentuk kesadaran 

ekologis. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain: (1) Tema Liturgis: 

Menyelenggarakan ibadah tematik yang berfokus pada keadilan ekologis, seperti Minggu 

Ciptaan atau Hari Doa Sedunia untuk Lingkungan. (2) Simbol dan Doa: Menghidupkan 

simbol-simbol alam dalam liturgi (air, tanah, tumbuhan) serta doa-doa yang menekankan 

pemeliharaan ciptaan sebagai tanggung jawab iman. (3) Aksi Konkret dalam Ibadah: 

Menjadikan ibadah sebagai momentum untuk aksi lingkungan, seperti penanaman pohon 

atau gerakan pengurangan sampah plastik di lingkungan gereja. 

 

3. Menjalankan Advokasi Ekologi Sebagai Wujud Pelayanan Gereja 

Gereja terpanggil sebagai agen perubahan yang aktif dalam menghadapi krisis 

lingkungan. Upaya konkret yang bisa dilakukan, dalam kaitan dengan advokasi meliputi: 

(1) Pendampingan Masyarakat: Mendampingi komunitas lokal dalam memulihkan 

ekosistem yang rusak, melindungi tanah adat, dan mempromosikan pemanfaatan sumber 

daya alam yang berkelanjutan. (2) Kolaborasi Lintas Sektor: Bekerja sama dengan 

pemerintah, LSM, dan lembaga akademis dalam merumuskan kebijakan dan tindakan nyata 

untuk keadilan ekologis. (3) Khotbah Profetik: Menggunakan mimbar gereja sebagai sarana 

menyuarakan panggilan profetik untuk melawan eksploitasi lingkungan dan ketidakadilan 

ekologis. 

 

4. Memiliki Komitmen terhadap Keberlanjutan Lingkungan 

Advokasi ekologi harus menjadi bagian integral dari misi gereja yang mencakup:  

Perubahan Pola Hidup: ( 1 )  Mendorong gaya hidup ramah lingkungan di kalangan 

jemaat, seperti hemat energi, pengelolaan sampah, dan konsumsi yang bijak. (2) Kebijakan 

Gerejawi: Menetapkan kebijakan di lingkup GPM untuk mendukung program advokasi 

lingkungan yang berkelanjutan. (3) Pendidikan Berbasis Jemaat: Menyelenggarakan 

program pendidikan ekologi untuk semua kalangan, dari anak-anak Sekolah Minggu hingga 

jemaat dewasa, agar nilai-nilai ekologi tertanam dalam kehidupan sehari-hari. 
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5. Revitalisasi Konsep Dusun sebagai Model Advokasi 

Gereja perlu memberdayakan konsep Dusun sebagai pendekatan teologi advokasi 

ekologi yang kontekstual. Model ini harus dihidupkan dalam kerja sama dengan komunitas 

adat dan lembaga-lembaga lingkungan untuk memperkuat kesadaran ekologis jemaat. 

Gereja Protestan Maluku (GPM) perlu merevitalisasi konsep Dusun atau Dusung 

sebagai pendekatan teologi advokasi ekologi yang kontekstual. Konsep ini, yang berakar 

dalam budaya Maluku, merepresentasikan hubungan harmonis antara manusia dan alam 

serta menekankan prinsip keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya. 

Revitalisasi konsep Dusun menjadi strategi penting untuk memperkuat advokasi 

ekologi berbasis kearifan lokal. Hal ini dapat dilakukan dengan: Pertama, Menghidupkan 

Kembali Nilai-nilai Dusun. Konsep Dusun harus dipulihkan sebagai paradigma ekologis 

yang memadukan spiritualitas, budaya, dan praksis konkret dalam menjaga lingkungan. 

Gereja dapat: (1) Mengangkat Nilai-nilai Sakral Dusun: Menegaskan kembali pemahaman 

bahwa alam adalah bagian dari ciptaan Tuhan yang sakral dan memiliki hak untuk dihormati 

dan dijaga. (2) Pemanfaatan Berkelanjutan: Mendorong pemanfaatan sumber daya secara 

bertanggung jawab dengan prinsip “cukup untuk semua, lestari untuk generasi berikutnya.” 

(3) Keterlibatan Komunitas: Memastikan bahwa komunitas adat, sebagai penjaga tradisi 

Dusun, diberdayakan dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan ekologis. 

Kedua, Kolaborasi Multi-Pihak dan Gerakan Bersama. Upaya advokasi ekologi 

harus melibatkan sinergi antara gereja, pemerintah, masyarakat adat, dan organisasi 

lingkungan. Pembentukan jaringan kolaboratif dalam skala lokal hingga global akan 

meningkatkan efektivitas gerakan advokasi seperti yang telah dicontohkan dalam gerakan 

#SaveAru. Gereja perlu menjalin kerja sama erat dengan komunitas adat, yang selama 

ini mempraktikkan kearifan lokal dalam mengelola lingkungan. Bentuk kerja sama ini 

meliputi: (1) Pendampingan dan Pemberdayaan: Gereja berperan sebagai fasilitator 

dalam menguatkan kapasitas komunitas adat untuk mempertahankan tradisi Dusun. (2) 

Dialog Teologis dan Budaya: Membangun dialog antara nilai-nilai teologis Kristen 

dengan praktik-praktik budaya lokal untuk menciptakan sinergi yang harmonis. (3) 

Advokasi Hak Tanah Adat: Mendukung upaya komunitas adat dalam mempertahankan hak 

atas tanah dan sumber daya alam dari ancaman eksploitasi yang tidak berkelanjutan. 

Untuk memperluas dampak advokasi ekologi, gereja perlu mengoptimalkan juga 

kolaborasi dengan lembaga lingkungan, pemerintah, dan akademisi. Langkah-langkahnya 

meliputi: (1) Program Edukasi Ekologis: Mengadakan pelatihan dan sosialisasi bersama 

lembaga lingkungan untuk meningkatkan kesadaran ekologis di kalangan jemaat dan 
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masyarakat lokal. (2) Riset dan Dokumentasi: Melibatkan lembaga akademik untuk 

meneliti praktik Dusun dan mengadaptasinya sebagai model advokasi yang relevan di masa 

kini. (3) Aksi Bersama: Mendorong program konkret seperti penghijauan, rehabilitasi lahan 

kritis, dan pengelolaan sampah berbasis komunitas. 

Ketiga, Integrasi Konsep Dusun dalam Pelayanan Gereja. Gereja dapat menjadikan 

Dusun sebagai inspirasi dalam pelayanan ekologi dengan cara: (1) Pendidikan Jemaat: 

Menyisipkan nilai-nilai Dusun dalam pendidikan gereja, Sekolah Minggu, dan kelompok 

kategorial untuk menumbuhkan kecintaan terhadap alam sejak dini. (2) Liturgi Ramah 

Lingkungan: Mengintegrasikan simbol, doa, dan tindakan konkret yang berfokus pada 

pemeliharaan ciptaan Tuhan. (3) Program Jemaat Berbasis Dusun: Mendorong jemaat untuk 

mempraktikkan pola hidup berkelanjutan dalam pengelolaan lahan, air, dan hutan sesuai 

prinsip Dusun. 

 

2.2. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku 

Sehubungan dengan upaya advokasi ekologi, maka rekomendasi paling relevan bagi 

pemerintah dalam upaya advokasi ekologi meliputi pendekatan holistik yang 

mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan masyarakat, serta kepentingan 

ekonomi. Adapun beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan adalah sbb: 

 

1. Mendorong Kebijakan Pro-Lingkungan. Pemerintah perlu memperkuat regulasi yang 

melindungi ekosistem kritis, seperti hutan, lahan gambut, dan wilayah pesisir. Kebijakan 

ini dapat mencakup pelarangan konversi lahan produktif yang mendukung 

keanekaragaman hayati dan implementasi sanksi tegas terhadap pelanggaran lingkungan. 

2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Lokal. Mengintegrasikan kearifan lokal dalam 

pengelolaan sumber daya alam, khususnya di wilayah adat atau pedesaan. Memberikan 

pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat agar mampu menjalankan praktik 

pertanian berkelanjutan dan restorasi ekosistem. 

3. Mendorong Ekonomi Hijau. Mengembangkan insentif ekonomi untuk usaha ramah 

lingkungan, seperti insentif pajak bagi perusahaan yang menerapkan teknologi hijau, atau 

pemberian kredit usaha rakyat (KUR) untuk petani dan UMKM yang menerapkan praktik 

berkelanjutan. 

4. Penguatan Kapasitas Institusi. Memberdayakan lembaga lingkungan di tingkat lokal 

dan nasional agar lebih efektif dalam advokasi, penegakan hukum, dan pengawasan. 

Mengembangkan kemitraan strategis antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan 
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LSM. 

5. Edukasi dan Kampanye Publik. Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui 

kampanye advokasi ekologi, penyuluhan lingkungan, dan integrasi isu ekologi ke dalam 

kurikulum pendidikan. Tujuannya agar terbentuk generasi yang sadar akan pentingnya 

pelestarian lingkungan. 

6. Adopsi Teknologi Ramah Lingkungan. Mendorong penelitian, pengembangan, dan 

adopsi teknologi yang mendukung upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, seperti 

teknologi pengelolaan sampah, energi terbarukan, dan sistem pertanian presisi. 

7. Kolaborasi Internasional. Berperan aktif dalam kerja sama global untuk pengurangan 

emisi karbon, perlindungan keanekaragaman hayati, dan pengelolaan sumber daya air 

lintas batas, sambil memperjuangkan keadilan iklim bagi negara berkembang. 

 

2.3. Bagi Pendidikan Tinggi di Maluku 

Meningkatkan penelitian-penelitian tentang isu ekologi dalam kerangka 

menyediakan informasi atau data dalam memberikan kontribusi terkait dengan persoalan- 

persoalan ekologi yang sampai sejauh ini dihadapi oleh masyarakat kepulauan Maluku. 

Dilanjutkan dengan aksi-aksi nyata melalui pengabdian kepada masyarakat melalui edukasi 

dan praktik-praktik pengembangan budaya lokal yang searah dengan bidang ekologi. 

 

2.4. Penelitian Lanjutan 

Penelitian ini membuka ruang untuk kajian lanjutan, khususnya dalam 

pengembangan konsep teologi ekologi yang mengombinasikan perspektif lokal dan 

modern. Hal ini penting, mengingat isu-isu lingkungan global seperti perubahan iklim, 

penipisan lapisan tanah atas dan perikanan, polusi tanah dan air, dan kesehatan masyarakat 

yang kita pelajari dengan cepat sangat terkait dengan proses pertanian.  

Meningkatnya saling ketergantungan global menimbulkan pertanyaan etis yang sulit 

dijawab ketika harus menganalisis pertukaran yang berkaitan dengan produksi dan 

konsumsi pangan, karena terkadang keuntungan bagi petani tinggal di salah satu bagian 

dunia berarti kerugian bagi orang miskin yang tinggal di bagian dunia lain. Semua ini 

menciptakan lanskap yang sangat berbeda, sekaligus menjadi pokok diskursus dunia saat 

ini. Namun, menurut Van Wieren, bidang etika lingkungan masih sangat lambat dalam 
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melihat isu-isu pertanian dan pangan sebagai topik yang layak untuk dianalisis.1 

Bertolak dari persoalan di atas, maka menurut penulis, penelitian ini merupakan 

sebuah peluang untuk mengembangkan penelitian lintas ilmu yang memadukan penelitian 

teologi dengan ilmu pertanian, khususnya bidang agroforestri. Atau, meminjam istilah Van 

Wieren, diperlukan pengembangan jenis-jenis praktik pertanian alternatif yaitu “pertanian 

restoratif” (restorative agriculture).2 Hal ini tentunya akan memberikan sebuah sintesis 

pengetahuan yang kaya, karena akan mengombinasikan konsep tradisional dari Dusun 

dengan tata kelola yang baru dengan menggunakan pendekatan teknologi pertanian berbasis 

agroforestri. Dengan demikian konsep Dusun ini akan semakin diperkaya pemaknaannya, 

tetapi juga sekaligus membuka peluang untuk pengembangan teknologi pertanian yang 

mengarah kepada konsep agroindustri, namun tetap ramah lingkungan. Pada titik ini maka 

proses berteologi secara kontekstual melalui Dusun itu benar-benar konkret, ketika konsep 

berteologi kontekstual secara lintas ilmu tersebut memberikan sumbangsih pemikiran yang 

positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kemanusiaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Gretel Van Wieren, Food, Farming, and Religion: Emerging Ethical Perspectives, (London and New York: 

Routledge, 2018), 2. 
2 Van Wieren, 15. 
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